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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

1. Konsonan 

 

 

 

 

No Arab Latin 

 ṭ ط 16

 Dz ظ 17

 „ ع 18

 G غ 19

 F ف 20

 Q ق 21

 K ك 22

 L ه 23

24 ً M 

25 ُ N 

26 ٗ W 

27 ٓ H 

 ′ ء 28

 Y ي 29

   

No Arab Latin 

 Tidak ا 1

dilambangkan 

 B ة 2

 T ت 3

 ṡ خ 4

 J ج 5

 ḥ ح 6

 Kh ر 7

 D د 8

 Ż ذ 9

 R ز 10

 Z ش 11

 S س 12

 Sy ش 13

 Sh ص 14

 Dh ض 15



8 

 

2. Vokal Pendek    3. Vokal Panjang 

  َ  =a   ح ت ق به    ā =...ا     kataba م 

 qāla 

  َ  =i   سُئ و su′ila     ا ي =ī    و  ٍ ق 

 qīla 

 َُ  =u  ُت ٕ ٗ    yażhabu ٌ ر  هُ    ū=  اُ  ٘ ٌ قُ

 yaqūlu 

4. Diftong 

ٍ ف   ai = ا ي    kaifa م 

  ٗ ه   au = ا   ٘  ḥaul  د 
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ABSTRAK 

 

Skripsi ini membahas Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Praktek Pembiayaan Mudharabah dengan sistem musiman. 

Pembiayaan dengan sitem musiman sendiri merupakan pembiayaan 

yang pembayaranya sekaligus pada waktu 6 bulan dan bagi hasilnya 

yang dibayar setiap bulannya. Objek yang penulis jadikan penelitian 

yaitu Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT Logam Mulia Gubug 

Grobogan. Prinsip yang dipakai koperasi tersebut menggunakan akad 

mudharabah, namun pengaplikasiannya akad mudharabah oleh pihak 

koperasi dalam menentukan bagi hasilnya sebesar 3,5%. Apabila 

nasabah tidak bisa melunasi pada waktu yang sudah tertulis dalam 

akad maka nasabah diberi oleh KSPS BMT Logam Mulia tambahan 

waktu maksimal 24 bulan. Adapun rumusan masalahnya yaitu 

pertama, bagaimana penetapan bagi hasil (profit sharing) pada akad 

pembiayaan mudharabah dengan sistem musiman di KSPS BMT 

Logam Mulia Gubug Grobogan?, kedua, bagaimana tinjauan hukum 

Islam terhadap praktek pembiayaan mudharabah dengan sistem 

musiman di KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan?.  

Metode penelitian ini yang digunakan dalam skripsi ini 

menggunakan jenis penelitian normatif-empiris dengan pendekatan 

kulitatif. Penulis memperoleh sumber data primer dengan melakukan 

interview secara langsung dengan kepala meneger dan anggota 

koprasi tersebut, disamping itu terdapat juga Fatwa DSN-MUI 

No.07/DSN-MUI/VI/2000, Kitab Fiqh dan buku yang terkait dengan 

pembiayaan mudharabah. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh 

dari dokumentasi berupa brosur, buku pembiayaan musiman, 

permohonan pembiayaan dari nasabah, kartu pengawasan pembiayaan 

musiman. Teknik analisa data menggunakan teknik deskriptif 

normatif. 

Hasil dari penelitian, penulis menemukan beberapa 

kesimpulan. Pertama penetapan bagi hasil (profit sharing) pada akad 

pembiayaan mudharabah dengan sistem musiman yaitu dari uang 

pembiayaan dikalikan 3,5% (kredit x 3,5%). Sistem tersebut menurut 

penulis belum susuai dengan prinsip profit loss sharing. Kedua 

praktek pada pembiayaan akad mudharabah dengan sistem musiman 
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di KSPS BMT Logam Mulai Gubug Grobogan ada syarat yang tidak 

terpenuhi yaitu pada penentuan keuntungan atau laba yang tidak 

menentukan besarnya rasio/nisbah bagi hasil yang dibuat pada waktu 

akad dengan berpedoman pada kemukinan utung rugi dan dalam 

penentuan bagi hasilnya tidak dengan persentase dari keuntungan 

yang akan didapatkan mudharib. Apabila ada kerugian dari nasabah 

dan tidak bisa membayar pada waktu jatuh tempo maka pembaruan 

akad dengan cara menambah musiman serta memebayar biaya 

administrasi. 

Kata Kunci : Hukum Islam, ketetapan bagi hasil, Pembiayaan 

Mudharabah dengan sistem musiman. 
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judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Mudharabah 

dengan Sistem Musiman (Studi Kasus di KSPS BMT Logam Mulia 

Gubug Grobogan) guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 
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belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, oleh sebab itu 

kritik dan saran yang bersifat membangun penulis harapkan demi 

kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu 

perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keungan 

yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah 

yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang 

dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan 

akad-akad tradisional Islam  atau yang lazim disebut 

dengan prinsip syariah. 
1
 

Lembaga keungan syariah dibagi dua, yaitu 

lembaga keungan bank dan lembaga keungan nonbank. 

Penelitian ini lebih fokus ke Lembaga keuangan nonbank 

(LKNB/Nonbank Financial Institution) yaitu badan usaha 

yang melakukan kegiatan di bidang kueungan yang secara 

langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan 

                                                             
1 Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keungan Syariah Di Indonesia, 

Jakarta, Prenadamedia Group, 2015, hlm.1-2 
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jalan mengeluarkan surat berharga dan penyalurkannya  

kepada masyarakat guna membiyai investasi perusahaan.
2
 

lembaga ini yang sama-sama memiliki misi 

keumatan yang jelas. Sistem oprasinalnya menggunakan 

syariah Islam, hanya produk dan mejemennya sedikit 

berbeda dengan industri perbankan. Lembaga tersebut 

meliputi Asuransi Syariah, Reksa Dana Syariah serta Baitul 

Maal Wa Tamwil.3
 

Sesuai dengan namanya terdiri dari dua fungsi 

utama: Baitul Maal (rumah harta), menerima titipan dana 

zakat, infaq, dan sedekah serta mengoptimalkan 

distribusinya sesui dengan peraturan dan amanahnya. 

Sedangkan Baitul Tamwil (rumah pengembangan harta), 

melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif 

dan investasi dalam peningkatan kualitas ekonomi 

pengusaha mikro dan kecil, antara dengan mendorong 

                                                             
2 Ibid, hlm.1-2 
 

3
Muhammad Ridwan, Menejemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Yogyakarta, UII Press, 2004, hlm.72 



21 

 

kegiatan menabung dan menunjang pembiyaan kegiatan 

ekonomi.
4
  

Lembaga ini merupakan bentuk lembaga keungan 

dan bisnis yang serupa dengan koperasi atau kelompok 

swadaya masyarakat (LSM) baitul mal wa tamwil 

merupakan cikal bakal lahirnya bank syariah pada tahun 

1992. Segmen pasar yang biasa dilayani BMT adalah 

masyarakat kecil yang kesulitan berhubungan dengan bank, 

perkembangan BMT semakin merak setelah mendapat 

dukungan dari Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil 

(YINKUBI) yang diprakasai oleh MUI.
5
 BMT mempunyai 

produk penghimpun dana dan pembiyaan dana 

masyarakat.
6
  

Sebagaimana yang sudah disebutkan diatas bahwa 

BMT adalah lembaga keungan yang beroprasi berdasarkan 

prinsip-prinsip syariah. BMT mengengembangkan 

                                                             
4
 Andi Soemitra, Bank dan Lembaga Kuengan Syariah, Jakarta, 

Kencana, 2009, Edisi Pertama, hlm.447 
5
 A.Wangsawidjaja Z, Pembiayaan Bank Syariah, Jakarata: 

PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012, hal.5 
6
 Heri Sudarsono, PPOp.Cit, hlm.32 
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pembiyaan sistem bagi hasil (mudharabah). Dengan sistem 

yng dimikian diharapkan semua pihak (BMT maupun 

penerima pembiyaan) dapat memperoleh manfaat 

(keuntungan) sehingga progam pemberdayaan usaha mikro 

dapat berjalan sejauh yang diperlukan. Artinya bahwa BMT 

mempunyai kesepakatan untuk mendapatkan keuntungan 

demikian juga para pengusaha mikro, sehingga BMT dapat 

mengembangkan kelembagaanya yang sekaligus dapat 

membantu usaha mikro untuk memperbaiki kualitas 

ekonominya.
7
 

 Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha 

antara dua pihak dimana lainnya menjadi pengelola modal 

(mudharib),dengan syarat bahwa hasil keuntungan yang 

diperoleh akan dibagi untuk kedua belah pihak sesusai 

dengan kesepakatan bersama (nisbah yang telah 

                                                             
7
 Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, BMT Prektek dan Kasus, 

Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016, hlm.20 
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disepakati), namun bila terjadi kerugian akan ditanggung 

shahibul maal.8 

Mudharabah suatu transaksi pembiayaan 

berdasarkan syariah, yang juga digunakan sebagai tansaksi 

pembiayaan perbankan Islam, yang dilakukan oleh para 

pihak berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan 

unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan mudharabah, 

yaitu kepercayaan dan shahib Al-mal kepada mudharib. 

Kepercayaan merupakan unsur terpenting, karena dalam 

transaksi mudharabah, sahaibul Al-mal tidak boleh 

meminta jaminan atau aguanan mudharib dan tidak boleh 

ikut campur didalam pengelolaan proyek atau usaha yang 

notabane dibiyai dengan dana shahib Al-mal, yang 

menjalankan dan pengelola proyek atau usaha tersebut. 

Paling jauh shabib Al-mal hanya boleh memberikan saran-

                                                             
8 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, Bandung, Pustaka Setia, 2001, 

hlm.224 
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saran tertentu kepada mudharib dalam menjalankan atau 

mengelola proyek atau usaha tersebut. 
9
 

Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan, 

sehingga karena itu terjadi kerugian yang sampai 

mengakibatkan sebagian atau, bukan, seluruh modal yang 

ditanamkan oleh shahib Al-mal habis, maka yang nanggung 

kerugian keungan hanya shahib Al-mal sendiri, sedangkan 

mudharib sama sekali tidak menanggung atau tidak harus 

mengganti kerugian atas modal yang hilang, kecuali apabila 

kerugian tersebut terjadi sebagai akibat kecurangan yang 

dilakukan oleh mudharib. Mudharib hanya menagung 

kehilangan atau risiko berupa waktu, pikiran, dan jerih 

payah yang dicurahkannya selama mengelola proyek atau 

usaha tersebut, serta kehilangan kesempatan untuk 

memeperoleh sebagian dari pembagian keuntungan yang 

berdasarkan perjanjian mudharabah itu diperjanjikan 

bahwa antara shahib Al-mal dan mudharib  akan berbagi 

keuntungan (apabila usaha bersama mereka itu memperoleh 

                                                             
9 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata 

Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta:Pustaka Utama Grafiti, 2007, hlm.27 
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keuntungan) berdasarkan prinsip bagi hasil atau profit and 

loss sharing pricple (PLS) di antara mereka. Dengan kata 

lain, sekalipun sesuai dengan prinsip yang harus diterapkan 

dalam transaksi-transaksi berdasarkan prinsip syariah yaitu 

bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi 

harus bersam-sama menanggung risiko namun dalam 

transaksi mudharabah risiko mudharib sama sekali tidak 

memikul risiko finansial, yang dipikulnya hanyalah risiko 

nonfinansial.
10 

Salah satu BMT yang penulis jadikan penelitian 

ialah Koprasi Simpan Pinjam Syariah BMT Logam Mulia 

yang bertempat di Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan 

yang berbadan hukum No.112/BH/KDK.11-4/2001. KSPS 

BMT Logam Mulia menawarkan berbagai macam produk 

baik itu berbentuk penghimpunan dana maupun pembiyaan, 

                                                             
10  Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam Dan Kedudukannya 

Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta:Pustaka Utama Grafiti, 

2007, hlm.28. 
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salah satu produk pembiyaan yaitu produk pembiyaan 

mudharabah dengan sistem musiman.
11

 

 Pembiyaan mudharabah dengan sistem musiman 

adalah sepemilik modal (shahibul maal) menyerahkan 

modal kepada pengelola (mudharib) untuk digunakan 

sebagai usaha dengan ketentuan empat atau enam bulan 

kontrak membayar setoran pokok dan nisbah bagi hasil, 

apabila belum bisa membayar setoran pokok pada bulan ke 

empat atau ke enam maka membayar biaya administrasi 

dan menambah musiman.
12

 

Dengan ini bagaimana praktek pembiayaan akad 

pembiayaan mudharabah dengan musiman di BMT Logam 

Mulia Gubug Grobogan, sesuai dengan hukum Islam atau 

tidak , dan bagaimana tinjuan hukum Islam terhadap 

pelaksanaan pembiayaan mudharabah dengan sistem 

musiman apabila di KJKS BMT Logam Mulia, sesuai 

dengan hukum Islam atau justru menyimpang. 

                                                             
11

 Hasil wawancara dengan bapak agus Suryono Menejer Oprasional 

KSPS BMT Logam Mulia pada tanggal 20 Oktober 2017. 
12

 Ibid  
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Di atas sudah dipaparkan mengenai terori-teori 

yang benar dalam melaksnakan pembiayaan akad 

mudharabah, bahwa teori tersebut menjelaskan kerja sama 

suatu usaha antara dua pihak dimana lainnya menjadi 

pengelola modal (mudharib), dengan syarat bahwa hasil 

keuntungan yang diperoleh akan dibagi untuk kedua belah 

pihak sesusai dengan kesepakatan bersama (nisbah yang 

telah disepakati), namun bila terjadi kerugian akan 

ditanggung shahibul maal. Tetapi dalam praktek yang 

dajalankan oleh BMT Logam Mulia justru kerugian 

sepenuhnya ditanggung oleh nasabah (mudharib) bukan 

BMT Logam Mulia  yang harus menanggung kerugiannya. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis 

bermasud melakukan penelitian berkenaan dengan praktik 

pembiyaan akad mudharabah dengan sistem musiman di 

BMT Logam Mulia. Judul yang penulis paparkan 

yaitu”TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP 

PRAKTIK PEMBIYAAN AKAD MUDHARABAH 
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DENGAN SISTEM MUSIMAN  (Studi Kasus di KSPS 

BMT Logam Mulia Gubug Grobogan).” 

B. Rumasan Masalah 

  Dari gambaran dan uraian tersebut di atas dapatlah 

penulis kemukakan beberapa pokok permasalahan 

sehubungan dengan judul yang diajukan tersebut di atas 

antara lain: 

1. Bagaimana penetapan profit sharing (bagi hasil) pada 

praktek pembiayaan akad mudharabah dengan sistem 

musiman di KSPS BMT Loga Mulia Gubug Grobogan? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik 

pelaksanaan pembiayaan akad mudharabah dengan 

sistem musiman KSPS BMT Logam Mulia Gubug 

Grobogan ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan suatu 

pengetahuan baru di bidang ilmu sosial syari‟ah terutama 

muamalah yang semakin hari semakin bertambah pula 
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masalah-masalah yang ditimbulkan, sehingga dibutuhkan 

ilmu baru pula untuk menjawab, serta sebagai jawaban 

yang jelas dari kedua permasalahan di atas yaitu: 

1. Untuk mengetahui penetapan profit loss sharing pada 

praktek pembiyaan akad mudharabah dengan sistem 

musiman. 

2.  Untuk mengetahui tinjuan hukum Islam sistem dan 

mikanisme pelaksanaan pembiyaan akad mudharabah 

dengan sistem musiman apabila terjadi kerugian pada 

mudharib di BMT Logam Mulia Gubug Grobogan. 

 Adapun penelitian ini dilakukan supaya nantinya 

akan memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti 

 Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, 

pengalaman dan penerapan teori yang ada terutama pada 

Ilmu Lembaga Kuengan Syariah khususnya dalam bidang 

pembiyaan akad mudharabah dengan sistem musiman. 

2. Bagi Pembaca 
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 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

informasi dan pengetahuan sebagai pembading bagi 

penelitian yang akan datang sehingga dapat memperbaiki 

segala kekurangan yang ada dalam penelitian. 

3. Bagi Lembaga Keungan 

 Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan oleh pihak Lembaga Keungan Syariah 

KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan terkait 

didalamnya mengenai mekanisme dan praktek 

pembiyaan mudharabah dengan sistem musiman. 

 Diharapkan dapat dijadikan sebagai kontribusi 

wawasan kepada berbagai pihak terutama pihak 

akademisi mengenai pembiyaan akad mudharabah 

dengan sistem musiman. 

D. Telah Pustaka 

 Telah menjadi sebuah bukti di dunia akademis, 

bahwa tidak ada satupun bentuk karya seseorang yang 

terputus dari usaha intelektual yang dilakukan generasi 

sebelumnya, yang ada adalah kesinambungan pemikiran 
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dan kemudian dilakukan perubahan yang singnifikan. 

Penulis skripsi ini juga merupakan mata rantai dari karya-

karya ilmiah yang telah lahir sebelumnya, khususnya dalam 

pembahasan Tinjuan Hukum Islam Tehadap Praktik 

Pembiayaan Akad Mudharabah dengan Sistem Musiman. 

Adapun pembahasan masalah tetang Tinjuan Hukum Islam 

Tehadap Praktik Pembiayaan Akad Mudharabah dengan 

Sistem Musiman ini memang untuk kali yang pertama. 

Oleh karena itu untuk menghindari terjadi duplikasi dan 

sejauh informasi yang penulis ketahui, maka penelitian di 

tekankan Tinjuan Hukum Islam Tehadap Praktik 

Pembiayaan Akad Mudharabah dengan Sistem Musiman. 

 Berdasarkan temuan peniliti ada beberapa 

penelitian serupa yang pertama yang dilakukan oleh Alis 

Setia Nur Alim (2015) yang berjudul “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Pembiyaan Administrasi Dalam 

Pembiyaan Mudharabah”(Studi Kasus di KJKS-BMT 
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Shahibul Umat Rembang).13 Skripsi tersebut menjelaskan 

bahwa praktik yang dilakukan oleh BMT Shaibul Umat 

Rembang merupkan sistem administrasi dalam pembiayaan 

dan oprasionalnya pembiayaan mudharabah dikenakan 

potongan biaya adapun biaya-biaya tersebut meliputi biaya 

administrasi, biaya matarai, biaya notaris. Pembiyaan 

administrasi tersebut menjadi ketentuan terealisasinya 

pembiayaan. Maka mau tidak mau nasabah mengikuti 

prosedur dari BMT tersebut. Dalam masalah ini posisi 

nasabah dan BMT tidak seimbang, pada pembiayaan 

administarsi harus seimbang antara nasabah dengan BMT.
14

 

 Kedua Laili Tsulutsul Uula Darobi (2016) yang 

berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik 

Pembiyaan Mudharabah Di BMT Ummat Wonosari 

Gununkidul Yogyakarta”. Skripsi tersebut menjelaskan 

                                                             
13

 Alis Setia Nur Alim,”Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Pembiyaan Admistrasi Dalam Pembiyaan Mudharabah (Studi Kasus di 

KJKS-BMT Shahibul Umat Rembang)”,Skripsi,Fakultas Syariah UIN 

WALISONGO SEMARANG,2015. 
14

 Alis Setia Nur Alim,”Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Pembiyaan Admistrasi Dalam Pembiyaan Mudharabah (Studi Kasus di 

KJKS-BMT Shahibul Umat Rembang)”,Skripsi,Fakultas Syariah UIN 

WALISONGO SEMARANG,2015. 
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bahwa di BMT Ummat Wonosari menyediakan produk 

yaitu pembiyaan mudharabah. Teori yang benar dalam 

pembiyaan mudharabah yaitu dapat dijalankan jika anggota 

atau nasabah dapat membuat laporan keungan usaha. 

Laporan ini sebaiknya secara tertulis dan disertai bukti-

bukti transaksi yang memadai. Tetapi yang terjadi antara 

pihak nasabah dan pihak BMT, salah satunya adalah krisis 

kepercayaan oleh pihak BMT terhadap pihak nasabah 

tetang pendapatan keuntungannya dari hasil usahanya, 

karena sebagian anggota tidak sanggup dalam memberikan 

laporan laba rugi yang secara transparan sehingga membuat 

pihak BMT menilai hal ini menjadikan penghambat 

perkembangan BMT dalam hal mengembangkan jenis 

produk tersebut. BMT Ummat Wonosari akhirnya 

mengeluarkan kebijakan dengan memastikan memperoleh 

keuntungan yang akan di peroleh pihak BMT dari hasil 

usaha yang di jalankan anggotanya dengan cara pihak 

anggota harus memberikan presentase keuntungan kepada 

BMT yang dihitung berdasarkan nominal pokok pembiyaan 
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tiap bulannya. Pihak BMT Ummat juga menggunakan 

jaminan untuk mengantisipasi kemukinan pelaksanaan 

pembiyaan mudharabah mengalami kegagalan.
15

 

 Ketiga  Anis Atul Ma‟rifah  (2017), yang 

berjudul,”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik 

Pembiyaan Akad Mudharabah Di BMT Hanada Kebasen 

Kabupaten Banyumas”. Skripsi ini menjelaskan bahwa 

BMT Hanada Kebasen menyediakan Produk Pembiyaan 

Mudharabah. Dimana pelaksanaannya seorang pemilik 

modal (Shahibul-mal) menyerahkan modal kepada 

pengelola (Mudharib) untuk digunakan sebagai usaha 

dengan ketentuan jika usaha tersebut mendatangkan hasil 

(laba) maka laba tersebut dibagi dua berdasarkan 

kesepakatan sebelumnya sementara jika usaha tersebut 

tidak mendatangkan hasil maka kerugian materi 

sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal. Tetapi di BMT 

Hanada Kebasen tidak menerapkan hal tersebut, justru 

                                                             
15

 Laili Tsulutsul Uula Darobi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Praktek Pembiyaan Mudharabah Di BMT Ummat Wonosari Gununkidul 

Yogyakarta”,Skripsi,Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta,2016. 



35 

 

sebaliknya, kerugian yang di sengaja  maupun tidak 

disengaja tetapi ditanggung oleh mudharib.
16

 

 Keempat Rika Purnama Sari (2016), yang 

berjudul,”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik 

Pembiyaan Mudharabah Berantai (Studi Atas Pembiyaan 

Mudharabah BTN Syariah Terhadap BMT BIF dan BMT 

TAMYIZ Yogyakarta)”, Skripsi ini menjelaskan bahwa 

Bank BTN Syariah memeberikan pembiyaan mudharabah 

kepada BMT, tetapi prodak dari Bank BTN Syariah masih 

diperselisihkan oleh sesama nasabah sendiri, karena dengan 

adanya penetapan nominal di awal transaksi oleh pihak 

Bank dan seolah memaksakan untuk menggunakan akad 

mudharabah, hal ini membuat nasabah merasa berat 

dengan salah satu nasabah BMT BIF karena keuntungan 

bersifat fluktuatif. Dalam Hukum Islam penetapan nominal 

                                                             
16

 Anis Atul Ma‟rifah ,”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek 

Pembiyaan Akad Mudharabah Di BMT Hanada Kebasen Kabupaten 

Banyumas”,Skripsi,Fakultas Syariah IAIN Purwokerto,2017. 
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di awal transaksi diperbolehkan demi untuk mencapai 

kemasalahatan bersama.
17

 

 Jurnal Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Brawijaya Malang, dengan judul “Implementasi 

Pembiyaan Dengan Akad Mudharabah”. Oleh Dimas 

Ardiansyah. Pada jurnal tersebut, penulis meneliti dan 

berusaha mngetahaui bahwa pada waktu melakukan akad 

tidak semua nasabah memahami maksud pembiyaan 

mudharabah dan nisbah bagi hasilnya. Permasalahan yang 

terjadi dalam pembiyaan mudharabah adalah pricipal-agat 

yaitu terjadi asymetric information dalam hal ini bank 

sebagai shahibul maal kurang mendapatkan informasi 

tetang keadaan usaha yang dibiyainya dibandingkan 

nasabah sebagai mudharib yang lebih mengetahui 

mengenai usaha yang dijalankan.
18

 

                                                             
17 Rika Purnama Sari,”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek 

Pembiyaan Mudharabah Berantai, (Studi Atas Pembiyaan Mudharabah BTN 

Syariah Terhadap BMT BIF dan BMT TAMYIZ Yogyakarta)”, 

Skripsi,Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2016. 
18 Dimas Ardiansyah, Jmplementasi Pembiyaan Dengan Akad 

Mudharabah,Jurnal Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Brawijaya Malang, 2013 
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 Dari beberapa skripsi dan jurnal yang penulis 

paparkan diatas, tentunya terdapat perpedaan dengan 

skripsi yang akan penulis buat. Dalam skripsi di atas 

memang ada yang membahas mengenai pembiyaan akad 

mudharabah, namun skripsi yang membahas mengenai 

pembiyaan akad mudharabah dengan sistem musiman 

belum ada. Maka dari itu, penelitian praktik pembiyaan 

akad mudharabah dengan sitem musiman yang terjadi di 

BMT Logam Mulia Gubug Grobogan menarik untuk di kaji 

dan diteliti lebih lanjut. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Secara umum penelitian ini termasuk penelitian 

kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) 

bila ditinjau dari segi tempat dilakukannya penelitian. 

Adapun ditinjau dari jenis penelitian hukum, penilitian ini 

termasuk jenis penelitian normatif-empiris yakni penelitian 

dengan pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum di 

masyarakat serta aspek-aspek hukum dalam intraksi sosial 
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di dalam masyarakat. Pendekatan ini berfungsi sebagai 

penunjang untuk mengindentifikasi dan mengklarafikasi 

penemuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian.
19

 

Sedangkan, format desain penelitian yang dipakai yaitu 

desain deskriptif kualitatif, karena penelitian dalam bentuk 

studi kasus. Desain deskriptif kualitatif studi kasus 

merupakan penelitian explorasi dan memainkan peranan 

yang amat penting dalam menciptakan hipotensis atau 

pemahaman tetang berbagai variabel.
20

 Dengan demikian 

desain tersebut tepat untuk meneliti tetang pembiyaan akad 

mudharabah dengan sistem musiman di BMT Logam 

Mulia Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. 

 

 

 

 

 

                                                             
19

 Zainudin Ali,Metode Penelitian Hukum,Jakarta,Sinar 

Grafika,2014,hlm.105. 
20

  Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, Jakarta, Prenada Media 

Group, 2007, hlm.69 



39 

 

2. Sumber Data 

1) Data Primer 

 Data primer adalah data yang diperoleh langsung 

oleh pengumpul data objek risetnya.
21

 Data primer dari 

penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan 

maneger oprasional KSPS BMT Logam Mulia Gubug 

Grobogan mengenai praktik pembiyaan akad mudharabah 

dengan sistem musiman dan anggota yang memakai produk 

tersebut. Selain itu, data primer juga diperoleh dari brosur  

tetang produk-produk di KSPS BMT Logam Mulia Gubug 

Grobogan. 

2) Data Sekunder 

 Data sekunder adalah semua data yang diperoleh 

secara tidak langsung dari obyek yang diteliti, data tersebut 

diperoleh dari penelitian lain atau catatan dari pihak lain.
22

 

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang berasal 

dari wawancara dari nasabah yang pernah mengukuti 

                                                             
21 Sony Sumarsono, Metode Riset Sumber Daya Manusia, 

Yogyakarta, Graha Ilmu, 2004, hlm.69 
22

 Ibid,hlm.69. 
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pembiyaan mud harabah dengan sistem musiman, arsip-

arsip pembiayaan mudharabah dengan sistem musiman. 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Interview (wawancara) 

 Wawancara adalah teknik pengumpulan data 

melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu 

arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang 

mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang 

diwawancarai.
23

 Wawancara dilakukan dengan langsung 

kepada  meneger Oprasional dan serta anggota dari KSPS 

BMT Logam Mulia Gubug Grobogan. 

b. Dokumentasi  

 Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang 

artinya barang-barang tertulis.
24

 Di dalam melaksanakan 

metode dokumentasi, peneliti mengumpulkan benda-benda 

tertulis seperti brosur-brosur KSPS BMT Logam Mulia, 

                                                             
23

 Irwan Suharsono, Metode Penelitian Sosial, Bandung, Remaja 

Rosdakarya, 1995, hlm.70 
24

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori 

dan Praktik, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hlm.194 
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Data-data nasabah, kontrak akad pembiyaan mudharabah, 

profil KSPS BMT Logam Mulia dan catatan-catatan lain 

dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian 

ini. 

4. Metode Analisis Data 

 Metode analisis data dilakukan setelah penulis memperoleh 

data yang diperlukan dan cukup memadai. Data-data tersebut 

penulis analisis dengan menggunakan metode deskriptif 

normatif yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam 

menggambarkan keadaan yang mungkin terdapat dalam situasi 

tertentu, dengan menggunakan berbagai aturan-aturan 

ataunorma-norma yang berlaku baik berupa perundang-

undangan maupun berbagai aturan agama untuk membantu 

dalam mengetahui bagaimana mencapai tujuan yang 

dinginkan.
25

 

 Dalam metode ini, penulis berusaha mendiskripsikan tetang 

praktek pembiyaan akad mudharabah dengan sistem musiman 

                                                             
25 Abu Yasid, Aspek-Aspek Penelitian Hukum Islam-Hukum Barat, 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, Cet. I, h. 75-77. 
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di BMT Logam Mulia selanjutnya penulis analisis dengan 

hukum Islam. Data yang mungkin berasal dari naskah, 

wawancara, catatan, lapanagan, dokumen dan lain sebagainya 

tersebut dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan 

terhadap kenyataan / realitas. 

F. Sistematika Penulisan Skripsi. 

Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman 

dalam pembahasan  dan analisa terhadap permasalahan 

yang diangkat, maka skripsi ini disusun dengan sistematika 

sebagai berikut: 

BAB I      : Dalam bab ini mengeraikan tetang latar bakang 

masalah,  perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, telah pustaka, metode 

pelitian. 

BAB II     : Bab ini membahas konsep mudharabah tetang 

pengertian mudharabah, dasar hukum 

mudharabah, syarat dan rukun mudharabah, 

hukum mudharabah, macam-macam 

mudharabah, batalnya akad mudharabah, 
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prinsip bagi hasil (profit and loss sharing), 

perbedaan bunga dan bagi hasil, pembiyaan 

mudharabah membahas tetang pengertian 

pembiyaan mudharabah, praktek pembiyaan 

mudharabah dan manfaat pembiyaan 

mudharabah. 

BAB III : Menguraikan tetang profile KSPS BMT 

Logam Mulia Gubug Grobogan,  ruang 

lingkup produk dan jasa KSPS BMT Logam 

Mulia Gubug Grobogan , prosedur dan 

mikanisme oprasional, praktek pembiyaan 

mudharabah dengan sistem musiman, dan 

laporan keungan pada pembiyaan akad 

mudharabah dengan sistem musiman. 

BAB IV      : Membahas inti dari skripsi. Bab ini menjelaskan 

analisis penetapan bagi hasil (profit sharing) 

pada pembiyaan mudharabah dengan sistem 

musiman di BMT Logam Mulia Gubug 
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Grobogan, dan analisis hukum Islam terhadap 

praktek akad pembiyaan mudharabah dengan 

sistem musiman di BMT Logam Mulia Gubug 

Grobogan. 

BAB  V     : Merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi, 

yang berupa penutup, yang mencakup 

kesimpulan dan saran.  
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BAB II 

KONSEP  MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN 

MUDHARABAH 

A. Konsep Mudharabah 

1. Pengertian Mudharabah 

Mudharabah berasal dari kata  ضرب يضرب ضربا yang 

berarti bergerak, menjalankan, memukul, dan lain-lain (lafaz 

ini termasuk musytarak yang mempunyai bayak arti), 

kemudian mendapat ziyadah (tambahan) sehingga menjadi  

 yang berarti saling bergerak, saling pergi  ضارب يضارب مضاربة

atau saling menjalankan atau saling memukul. Dalam arti lain, 

  ,berarti berdagang atau memperdagangkan, mislanya ضرب

.berdagang atau memperdagangkan ضارب فى المال أوبه
26

  

Menurut pengertian syar‟i bahwa mudharabah yaitu 

akad yang mengharuskan seseorang yang memiliki harta 

memberikan hartanya kepada seseorang pekerja untuk dia 

                                                             
26

 Sohari Sahrani, Fikih Muamalah, Bogor, Ghalia Indonesia, 

2011, hlm.187 



19 

 

berusaha sedangkan keuntungan dibagi di antara keduannya.
27

 

Dari difinisi ini bisa dipahami bahwa mudharabah merupakan 

salah satu kerjasama antara pemilik modal (shahibul al-mal) 

dan pedagang atau pengusaha atau orang yang mempunyai 

keahlian untuk melakukan usaha bersama. 

Secara termonologi mudharabah berarti para ulama 

mendifinisikan Mudharabah atau Qiradh dengan pemilik 

modal (invistor) menyerahkan modalnya dengan pekerja 

(pengelola modal) untuk diperdagangkan, sedangkan 

keuntungan itu milik bersama dan dibagi menurut 

kesepakatan.
28

 

Dalam pengertian istilah, mudhharabah didefinisikan 

oleh Wahbah Zuhaili seabgai berikut: 

اىعبٍو ٍب لا ىٍحجس فٍٔ ٌٗنُ٘ اىسثخ ٍشحس مب ثٍَْٖب ًٕ أُ ٌد فع اىَب ىنل إىى 

 ثذست ٍب شس طب

mudharabah adalah akad penyerahan modal oleh si 

pemilik kepada pengelola untuk diperdagangkan dan 

                                                             
27

 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Muamalat Sistem 

Transaksi Dalam Fiqih Islam, Jakarta, Amzah, 2014, hlm.245 
28

 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, Jakarta , Rajawali Pres, 2002, 

hlm.135 
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keuntungan dimiliki bersama antara keduanya sesuai dengan 

pernyataan yang mereka buat.29
 

Sayid Sabiq memberik an definisi mudharabah  sebagai 

berikut: 

ٗاىَقص٘د ثٖب ْٕب: عقد ثٍِ طس فٍِ عو أُ ٌد فع أدد َٕب ّقدا إىى الأخس  ىٍحجس 

 فٍٔ, عو أُ ٌنُ٘ اىسثخ ثٍَْٖب دست ٍب ٌحفقبُ عئٍ.

Yang dimaksud dengan mudharabah di sini adalah 

suatu akad antara dua pihak di mana salah satu pihak 

memberikan uang (modal) kepada pihak lain untuk 

diperdagangkan dan keuntungan dibagi di antara mereka 

berdua sesui dengan kesepakatan.
30

 

Dari definisi diatas menurut Ahmad Wardi Muslich 

bahwa mudharabah adalah suatu akad atau perjanjian antara 

dua orang atau lebih, di mana pihak pertama memberikan 

modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan 

keahlian, dengan ketentuan bahwa keutungan dibagi diantara 

mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan 

bersama. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa 

mudharabah adalah kerja sama antara modal dengan tenaga 

atau keahlian. Dengan demikian, dalam mudharabah  ada 

                                                             
29

 Wahbah Zuhili,  Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh, Juz 5, Dar Al-

Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, t,t., hlm.134-135 
30

 Sayid Sabiq, Fiqh As-Sunnah,Juz 3, Dar Al-Fikr,Beirut, cet.III. 

1981, hlm.212 
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unsur syirkah  atau kerja sama, hanya saja bukan kerja sama 

antara harta dengan harta atau tenaga dengan tenaga, 

melainkan antara harta antara harta dengan tenaga. Di 

samping itu, juga tedapat unsur syirkah (kepemilikan 

bersama) dalam keuntungan. Namun apabila terjadi kerugian 

maka kerugian tersebut di tanggung oleh pemilik modal, 

sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah 

rugi tenaga tanpa keuntungan.
31

 

2. Dasar Hukum Mudharabah 

1) Al-Qur‟an 

Akad mudharabah diperbolehkan dalam hukum Islam 

kerena bertujuan tolong menolong antara shahibul maal 

(pemilik modal) dengan mudharib (seseorang yang ahli 

dalam memutarkan uang). 

1.  Allah SWT berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 

20: 

                                                             
31

 Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah, Jakarta, Amzah, 2015, 

hlm.366-367 
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Artinya:”dan orang-orang yang berjalan di 

muka bumi mencari sebagian kurnia 

Allah”.(Q.S. al-Muzzammil 20). 

Ibnu Katsir memberikan penjelasan mengenai lafadz 

yadlribuna fi al-ardhi adalah orang-orang yang berpergian 

untuk mencari karunia Allah dengan bekerja dan berniaga.
32

 

2. Firman Allah dalam surat  Al-Jumu‟ah ayat 10: 

                   

                      

 “Apabila telah ditunaikan shalat, maka 

bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia 

Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 

beruntung”. 

Pada dasarnya ayat-ayat di atas tidak secara langsung 

menjelaskan atau melegitimasi akad mudharabah, hanya saja 

secara maknawi mengandung arti kegiatan ekonomi melalui 

                                                             
32

 Ibnu Katsir,Tafsir Ibnu Katsir Jus 7, Beirut:Dar al-
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mudharabah. Dengan dimikian, ayat-ayat tersebut bisa 

dijadikan landasan hukum akad mudharabah.
33

 

2) Hadist 

Adapun riwayat yang menujukkan bahwa Nabi SAW 

mengikuti mudharabah yaitu : 

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Shuhaib: 

عِ صٍٖت زضً االله عْٔ أُ اىْجً صو الله عئٍ ٗسيٌ قبه: ثلاخ 

 فٍِٖ اىجس مة : اىجٍع إىى ٗاىَقب زضة ٗخيط اىجس ثبىشعٍس ىيجٍث لا ىيجٍع

Artinya: Dari Shuhaib r.a. bahwa Nabi  SAW 

bersabda: ada tiga perkara yang didalamnya 

terdapat keberkahan: (1) jual beli tempo, (2) 

muqaradah (3) mencampur gandum dengan jagung 

untuk makanan di rumah bukan untuk dijual.(H.R. 

Ibnu Majah). 34 

 

2. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik: 

عِ اىعلا ء ثِ عجد اىسدَِ عِ أثٍٔ عِ جدٓ :أُ عثَبُ ثِ عفبُ 

ب ٌعَو فٍٔ عيى أُ اىسثخ ثٍَْٖبأعطبٓ ٍب لا قساض  

 

Dari „Ala‟ bin Abdurarrahman dari ayahnya dari 

kakeknya bahwa „Utsman bin Affan memberi harta 

dengan cara mudharabah (qiradh) yang dikelolanya, 

                                                             
33

 Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontoporer, Jakarta, Raja 

Grafindo Prasada, 2016, hlm.152. 
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 Syamsuddin Abdurahman bin Qudadamah, Asy-Syarh Al-Kabir, 
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dengan ketentuan ketentuan dibagi diantara mereka 

berdua.(HR. Imam Malik)35 

Dari hadist tersebut dijelaskan bahwa 

mudharabah atau qiradh merupakan akad yang 

diperbolehkan. Dalam hadis pertama dijelakan bahwa 

muqaradhah atau qiradh atau mudharabah merupakan 

salah satu akad yang didalamnya terdapat keberkahan, 

karena membuka lapangan kerja. Dalam hadis yang kedua  

dijelaskan tetang praktik mudharabah oleh Usman 

sebagai pemilik modal dengan pihak lain sebagai 

pengelola.
36

 

3) Ijma‟ 

Diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan 

(kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai 

                                                             
35

 Imam Malik, Al-Muwaththa‟ Riwayat Yahya Al-Laitsiy, Juz 2, 

Nomor hadis 13735, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-„Ilm An-Nafi‟ 

Seri IV, Al-Ishdar Al-Awwal 1426 H, hlm.688. 
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mudharabah dan tidak seorang pun mengingkari mereka. 

Karenannya, hal itu dipandang sebagai ijma‟.
37

 

4) Qiyas  

Transaksi mudharabah diqiyaskan dengan transaksi 

musaqah (mengambil upah untuk menyiram tanaman). 

Ditinjaui dari segi kebutuhan manusia, karena sebagian 

orang ada yang kaya dan ada yang miskin, terkadang 

sebagaian orang memiliki harta tetapi tidak 

berkemampuan memproduktifkannya dan ada juga orang 

yang tidak mempunyai harta tetapi mempunyai 

kemampuan memproduktifkannya. Karena itu, syariat 

membolehkan muamalah ini supaya kedua belah pihak 

dapat mengambil manfaatnya.
38

 

5) Kaidah-kaidah Fiqih 

 الاصو قً ٍيست الاءثبدة الا اُ ٌده دىٍو عو جذسٌَٖب

Artinya:” pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh 

dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.
39

 

                                                             
37

 Wahbah Zuhaily, Fiqih Islam 7, di terjemahkan oleh Abdul 
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3. Hukum Mudharabah 

Hukum mudharabah ada dua macam: 

1. Mudharabah fasid 

Apabila mudharabah fasid karena syarat-syarat yang 

tidak selaras dengan tujuan mudharabah maka menurut 

Hanafiyah, Syafi‟iyah, dan Hanabillah mudharib tidak berhak 

melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh 

mudharabah yang shahih. Di samping itu, ia (mundharib) 

tidak berhak memperoleh biaya operasional dan keuntungan 

yang tertentu, melainkan ia hanya memperoleh upah yang 

sepadan atas hasil pekerjaannya, baik kegiatan mudharabah 

tersebut memperoleh keuntungan atau tidak. Hal tersebut 

dikarenakan mudharabah yang fasid sama dengan ijarah yang 

fasid, dimana ajir juga tidak berhak atas nafkah dan upah 

yang pasti, melainkan upah yang keuntungan maka 

keuntungan tersebut semuanya untuk pemilik modal, karena 

keuntungan tersebut merupakan tambahan atas modal yang 

dimilikinya, sedangkan mudharib tidak mendapatkan apa-apa, 
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kecuali upah yang sepadan, sebagaimana telah disebutkan di 

atas.
40

 

Beberapa hal yang menyebabkan dikembalikannya 

mudharabah yang fasid kepada qiradh mitsl adalah 

a. Mudharabah dengan modal barang bukan uang, 

b. Keadaan keuntungan yang tidak jelas, 

c. Pembatasan mudharabah dengan waktu, seperti satu 

tahun, 

d. Menyandarkan mudharabah kepada masa yang akan 

datang, dan 

e. Mensyaratkan agar pengelola mengganti modal apabila 

hilang atau rusak tanpa sengaja.
41

 

2. Mudharabah yang Shahih 

Mudharabah yang shahih adalah suatu akad 

mudharabah yang rukun dan syaratnya terpenuhi. 

Pembahasan mengenai mudharabah yang shahih ini meliputi 

beberpa hal, yaitu  

                                                             
40
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a. Kekuasaan mudharib, 

b. Pekerjaan dan kegiatan mudharib, 

c. Hak mudharib, dan 

d. Hak pemilik modal.
42

 

4. Rukun dan Syarat Mudharabah 

  Rukun  mudharabah ada dua macam yaitu Pertama : 

shighat yaitu ijab dan qabul dengan ucapan apa saja yang 

membawa makna mudharabah atau bagi hasil karena yang 

menjadi maksud adalah makna sehingga boleh ucapan apa 

saja yang menujukan hal itu seperti jual beli dengan ucapan 

pemilikan. Kedua : dua pihak yang berakad yaitu pemilik 

modal dan pekerja. 
43

 Sebagaimana pendapat mayoritas ulama 

adalah dua orang yang melakukan akad (al-aqidain), modal 

dan shigat. Namun, ulama Syafi‟iyah lebih memperinci rukun 

mudharabah yaitu dua orang yang berakad, modal, pekerjaan, 

shigat atau laba.
44
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  Mudharabah disamping mempunyai rukun juga 

mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika 

melakukan akad mudharabah, yaitu: 

1. Syarat Aqidini 

Disyaratkan bagi orang yang melakukan akad, yakni 

pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan 

atau menjadi wakil, sebab mudharib mengusahakan harta 

pemilik modal, yakni menjadi wakil. 

2. Syarat Modal 

a. Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham, atau 

sejenisnya, yakni segala seseatu yang 

memungkinkan dalam perkongsian. 

b. Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki 

ukuran, 

c. Modal harus ada, bukan berupa utang, tetapi tidak 

berarti harus ada di tempat akad. 

d. Modal harus diberikan kepada pengelola. Hal itu 

dimaksudkan agar pengusaha dapat 
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mengusahakannya, yakni menggunakan harta 

tersebut sebagai amanah. 

3. Syarat-syarat Laba 

a. Laba harus memiliki ukuran 

Mudharabah dimaksudkan untuk mendapatkan 

laba. Dengan dimikian, jika laba tidak jelas; 

mudharabah batal. Namun demikian, pengusaha 

dibolehkan menyerahkan laba sebesar Rp 5.000,00 

misalanya untuk dibagi diantara keduanya, tanpa 

menyebutkakan ukuran laba yang akan diterimanya. 

Ulama Hanafiyah perpendapat bahwa apabila pemilik 

modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung 

oleh kedua orang karena dalam mudharabah, kerugian 

harus ditanggung oleh pemilik modal.
45

 b. 

b. Laba harus bagian yang umum (masyhur) 

Pembagian laba harus sesuai dengan keadaan 

yang berlaku secara umum, seperti kesepakatan di 

antara orang yang melangsungkan akad bahwa setengah 

                                                             
45 Rachmat Syafei,  fiqih Muamalah, Bandung, Pustaka Setia, 2001, 
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laba adalah untuk pemilik modal,  sedangkan setengah 

lainya lagi diberikan pengusaha. Akan tetapi, tidak 

dibolehkan menetapkan jumlah tertentu bagi satu pihak 

dan sisanya bagi pihak lain, seperti menetapkan laba 

1.000 bagi pemilik modal dan menyerahkan sisanya 

bagi pengusaha.
46

 

 Sedangkan Majlis Ulama Indonesia menjelaskan rukun 

dan syarat mudharabah adalah sebagai berikut:   

a. BMT bertindak sebagai shahibul maal yang 

menyediakan dana secara penuh, dan anggota 

bertindak sebagai mudharib yang mengelola dan 

dalam kegiatan usaha; 

b. Jangka waktu pembiyaan, pengembalian dana, dan 

pembagian keuntungan dilakukakan atas dasar nisbah 

yang disepakati; 

c. BMT tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha 

anggota, tetapi memiliki hak untuk mengawasi dan 

membina usaha anggota; 

d. Pembiayaan boleh diberikan dalam bentuk uang dan/ 

atau barang; 

e. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk uang 

harus dinyatakan nominalnya; 

f. Dalam hal pembiyaan diberikan dalam bentuk barang, 

maka barang yang diserahkan harus dinilai (ditaksir) 

berdasarkan harga pasar wajar; 

g. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana 

dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati; 

                                                             
46

 ibid 



32 

 

h. BMT menanggung seluruh risiko kerugian usaha yang 

dibiayai kecuali jika anggota melakukan kecurangan, 

lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan 

kerugian usaha ; 

i. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah 

sepajang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar 

kesepakatan para pihak atas dasar sebab tertentu yang 

disetujui DPS dan tidak berlaku surut; 

j. Nisbah bagi hasil boleh ditetapkan secara berjenjang 

(tiering) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan 

kesepakatan pada awal akad; 

k. Pembagian keuntungan dilakukan dengan 

menggunakan metode bagi hasil (net revenue sharing) 

atau bagi untuk (profit sharing); 

l. Pembagian keuntungan didasarkan pada laporan hasil 

usaha dari mudharib; 

m. Dalam hal anggota ikut menyertakan modal dalam 

kegiatan usaha yang dibiayai BMT, maka berlaku 

ketentuan; (i) anggota bertindak sebagai mitra usaha 

dan mudharib; (ii) atas keuntungan dari modalnya, 

sisa keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara 

BMT dan anggota; 

n. Pengembalian pembiayaan dilakukan pada akhir 

periode Akad untuk pembiayaan dangen jangka waktu 

sampai dengan satu tahun atau dilakukan secara 

anggusuran berdasarkan aliran kas masuk (cash in 

flow) usaha anggota; dan 

o. BMT boleh meminta jaminan atau agunan untuk 

mengantisipasi risiko apabila anggota tidak 

memenuhi kewajiaban sebagaimana dimuat akad 

karena kelalaian dan / atau kecurangan.
47
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5. Jenis-jenis Mudharabah 

 Jenis-jenis mudharabah ada tiga  macam yaitu sebagai 

berikut :  

1. Mudharabah Mutlaqah 

 Yang dimaksud dengan transaksi 

mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerja sama antara 

shahibul maal dengan mudharib yang cakupannya sangat 

luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu 

dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama Saleh 

sering kali dicontohkan dengan ungkapan if‟al ma syi‟ta 

(lakukan sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib 

yang memberi kekuasaan sangat besar.
48 

2. Mudharabah Muqayyadah 

 Mudharabah Muqayyadah adalah kebalikan 

dari mudharabah muthlaqah. Mudharib dibatasi dengan 

batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya 

pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan 
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umum shahibul maal dalam memasuki jenis dunia 

usaha
49

. 

 Dalam penegertian lain. Pada prinsipnya, 

mudharabah sifatnya mutlak dimana shahibul maal tidak 

menetapkan syarat tertentu kepada si mudharib, bentuk 

mudharabah ini disebut mudharabah mutlaqah, atau 

dalam bahasa inggrisnya dikenal sebagai Unrestricted 

Invesment Account (URIA). Namun demikian, apabila 

dipandang perlu, shahibul maal boleh menetapkan 

batasan atau syarat tertentu guna menyelamatkan 

modalnya dari risiko kerugian, syarat atau batasan ini 

harus terpenuhi oleh si mudharib. Apabila shahibul mal 

melanggar, ia harus bertanggung jawab atas kerugian 

yang timbul. Jenis mudharabah ini disebut mudharabah 

muqayyadah (mudharabah terbatas, atau dalam bahasa 

inggrisnya, Restricted Invesment Account). Jadi pada 
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dasarnya, terdapat dua bentuk mudharabah yakni, 

mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah.50 

Sedangkan menurut PSAK 105, bahwa jenis-jenis 

mudharabah ada tiga macam, akan tetapi yang membedakan 

dari pengertian diatas yaitu Mudharabah Musytarakah. 

Mudharabah Musytarakah adalah bentuk mudharabah 

dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya 

dalam kerja sama investasi. Akad musyatarakah ini 

merupakan solusi sekiranya dalam perjalanan usaha, 

pengelola dana memiliki modal yang dapat dikontribusikan 

dalam investasi, sedang di lain sisi, adanya penambahan 

modal ini akan dapat meningkatkan akad mudharabah dan 

akad musyarakah. Dalam mudharabah musyatarakah, 

pengelola dana berdasarkan akad (mudharabah) 

menyertakan juga dananya dalam investasi bersama 

(berdasarkan akad musyarakah). Setelah penambahan dana 

oleh pengelola, pembagian hasil usaha antara pengelola dana 

dan pemilik dana dalam mudharabah adalah sebesar hasil 
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usaha musyarakah setelah dikurangi porsi pemilik dana 

sebagai pemilik dana musyarakah.
51

 

6. Pembatalan Mudharabah 

 Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara 

sebagai berikut: 

1. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat 

mudharabah. Jika salah satu syarat mudharabah tidak 

terpenuhi,sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola 

dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan 

sebagain keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya 

atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak 

menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan 

tersebut   untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian 

tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena 

pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima 

upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apa pun, kecuali 

atas kelalaiannya. 
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2. Pengelola dengan sengaja meningalkan tugasnya sebagai 

pengelola modal atau pengelola modal membuat sesuatu yang 

bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini 

pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi keruguan 

karena dialah penyebab kerugian. 

3. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau 

salah seorang pemilik modal meninggal dunia, mudharabah 

menjadi batal.
52

 

7. Prinsip Bagi Hasil (Profit loss  sharing). 

 Dalam kamus ekonomi profit dapat diartikan sebagai 

laba. Namun secara istitilah  profit adalah perbedaan yang 

timbul akibat total pendapatan (total revenue) suatu 

perusahaan lebih besar dari biaya total (total cost). Dalam 

perbankan syariah istilah profit sharing sering menggunakan 

istilah profit and loss sharing, dimana pembagian antara 
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untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil 

usaha yang diperoleh.
53

 

 Sistem profit and loss sharing dalam pelaksanaannya  

merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal 

(investor) dan pengelola modal (enterpreneur) dalam 

menjalankan kegiatan usaha usaha ekonomi, di mana di antara 

keduanya akan terikat akan dibagi kedua pihak sesui nisbah 

kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha 

mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi.
54

 

 Jadi, dalam sistem profit and loss sharing jika terjadi 

kerugian maka pemodal tidak akan mendapatkan 

pengembalian modal secara utuh, sedangkan bagi pengelola 

tidak akan mendapatkan upah dari kerjanya. Sedangkan 

keuntungan yang akan dibagikan adalah seluruh pendapatan 

setelah dikurangi dengan biaya-biaya oprasional selama 

proses usaha.
55
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 Penarapan distribusi bagi hasil (profit loss sharing) 

pengelola dana harus membuat dua laporan laba rugi yang 

terpisah, yaitu laporan laba rugi pengelola dana sebagai 

instusi keungan sendiri dan laoporan pengelolaan dana 

mudharabah dimana dimana sebagai pengelola dana. Dalam 

laporan laba rugi mudharib sebagai pengelola dana 

mudharabah, keuntungan ( pendapatan dikurangi dengan 

beban) atas pengelola dana mudharabah inilah yang akan 

dipergunakan sebagai dasar dalam perhitungan distribusi hasil 

usaha, dan apabila pengelolaan tersebut mengalami kerugian 

dan bukan kelalean mudharib (sebagai pengelola dana) maka 

kerugian tersebut langsung dibebankan kepada pemilik dana.
56

 

 Pertama, laporan hasil mudharabah, laporan ini dibuat 

sebagai pertagunggungjawaban mudharib dalam mengelola 

dana mudharabah mutlaqah yang telah dipercayakan shahibul 

maal (BMT) kepada mudharib. Dalam laporan hasil usaha 

mudharabah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan adalah 

sebagai berikut: 
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a. Pendapatan operasi utama, perhitungannya sama dengan 

perhitungan distribusi hasil usaha mempergunakan prinsip 

revenue sharing. 

b. Beban mudharabah, dalam pembagian hasil usaha dengan 

prinsip bagi hasil (profit sharing), pengelola dana harus 

dapat memisahkan beban yang terjadi tanggungan 

pengelola dana itu sendiri dan beban yang akan 

dibebankan pada pengelola dana mudharabah. 

c. Laba / rugi mudharabah adalah pendapatan operasi utama 

dikurangi dengan beban mudharabah inilah yang akan 

menghasilkan laba atau rugi.
57

 

  Kedua, laporan laba rugi pada pengelola dana, laporan 

ini harus dibuat oleh pengelola dana karena laporan 

tersebut merupakan pertanggungjawaban atas pengelola 

dana dalam menjalankan usahanya. Dalam laporan laba 

rugi ini, beberapa hal perlu diperhatikan (lihat lajur 

laporan laba rugi pengelola dana) adalah sebagai berikut: 
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a. Pendapatan yang ada pada pengelola dana adalah bagian 

pendapatan atas pengelolaan dana mudharabah yang 

diperoleh pengelola yang menjadi miliknya. 

b. Pendapatan operasi adalah pendapatan operasi utama 

dikurangi dengan beban mudharabah dengan prinsip bagi 

hasil. 

c. Beban operasi adalah beban-beban yang dikeluarkan oleh 

pengelola dana yang menjalankan suatu usahanya.
58

 

Sedengkan menurut Islam prinsip-prinsip akad bagi hasil 

yaitu:  

a. Prinsip berbagi keuntungan diantara pihak-pihak yang 

melakukan akad mudharabah (akad bagi hasil). 

  Laba bersih harus dibagi antara shahibul maal dan 

mudharib berdasarkan suatu proposi yang adil 

sebagaimana telah disepakati sebelumnya dan secara 

eksplisit telah disebutkan dalam perjanjian akad bagi hasil. 

Pembagian laba tidak boleh dilakukan sebelum kerugian 
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yang ada ditutupi dan ekuitas shahibul maal sepenuhnya 

dikembalikan. Semua kerugian yang terjadi dalam 

perjalanan bisnis harus ditutupi dengan laba sebelum hal 

itu ditutup dengan ekuitas shahibul maal. Adapun kerugian 

bersih harus ditanggung shahibul maal, sementara bentuk 

kerugian mudharib adalah hilangnya waktu, tenaga, dan 

usahanya. 

b. Prinsip berbagi kerugian diantara pihak-pihak yang 

berakad. 

  Asas keseimbangan dan keadialan terletak pada 

pembagian kerugian di antara pihak-pihak yang berakad. 

Kerugian finansial seluruhnya dibebankan kepada pemilik 

modal, kecuali terbukti ada kelalaian, kesalahan, atau 

kecurangan yang dilakukan mudharib/ pengelola. 

Semantara itu pihak mudharib/pengelola menanggung 

kerugian berupa waktu, tenaga, dan jerah payah yang 

dilakukannya. Dia tidak memperoleh apapun dari kerja 

kerasnya. 

c. Prinsip kejelasan. 
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   Masalah jumlah modal yang akan diberikan shahibul 

maal, persentase keuntungan yang akan dibagikan, syarat-

syarat yang dikehendaki masing-masing  pihak, dan jangka 

waktu perjanjiannya harus disebutkan dengan tegas dan 

jelas. 

d. Prinsip kepercayaan dan amanah 

 Terutama dari pihak pemilik modal merupakan unsur 

penentu terjadinya akad bagi hasil. 

e. Prinsip kehati-hatian.
59

 

8. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil  

BUNGA BAGI HASIL 

Penentuan bunga dibuat pada 

waktu akad dengan asumsi 

harus selalu untung. 

Penentuan besarnya 

rasio/nisbah bagi hasil dibuat 

pada waktu akad dengan 

berpedoman pada 

kemukinan untung rugi. 

Besarnya persentase 

berdasarkan pada jumlah uang 

(modal) yang dipinjamkan. 

Besarnya rasio bagi hasil 

berdasrkan pada jumlah 

keuntungan yang diperoleh. 
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Pembayaran bunga tetap 

seperti yang dijanjikan tanpa 

pertimbangan apakah proyek 

yang dijalankan oleh pihak 

nasabah untung atau rugi. 

Tergantung pada keuntungan 

proyek yang dijalankan. Bila 

usaha merugi, kerugian akan 

ditanggung bersama oleh 

kedua belah pihak. 

Jumlah pembayaran bunga 

tidak meningkat sekalipun 

jumlah keuntungan berlipat 

atau keadaan ekonomi sedang 

“booming”. 

Jumlah pembagian laba 

meningkat sesuai dengan 

peningkatan jumlah 

pendapan. 

Eksistensi bunga tidak 

meningkat ( kalau tidak 

dikecam) oleh beberapa 

kalangan. 

Tidak ada yang meragukan 

keabsahan bagi hasil.
60

 

 

B. PEMBIAYAAN MUDHARABAH 

1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah 

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk 

mendifinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga 

pembiayaan seperti Bank Syariah atau  seperti Koprasi Jasa 

Kuangan Syariah (KJKS) dan Baitul Mal Wat Tamwil kepada 
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anggota atau nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing 

atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk 

medukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan 

sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.
61

 

Menurut M.Syafi‟i Antonio menjelaskan bahwa 

pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank atau koprasi 

yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-

pihak yang merupakan deficit unit.
62

 Sedangkan menurut UU 

No.10 tahun 1998 tetang Perbankan menyatakan pembiayaan 

berdasarkan prinsip syariah adalah penyedian uang atau tagihan 

yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak yang membiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan 

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi 

hasil.
63
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Pembiayaan mudharabah adalah akad pembiayaan antara 

lembaga keungan syariah sebagai shahibul maal (penyedia dana) 

dan nasabah sebagai mudharib (pengelola) untuk melaksanakan 

kegiatan usaha, di mana lembaga keungan syariah memberikan 

modal sebayak 100% dan nasabah menjalankan usahanya serta 

pemberian bagi hasil yang telah disepakati.
64

 

Menurut ketentuan pasal 1 angka 5 peraturan Bank 

Indonesia Nomer 7/46/PBI/2005 bahwa yang dimaksud dengan 

pembiayaan mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik 

dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk 

melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian 

menggunakan metode bagi untung dan rugi (profit and loss 

sharing) atau metode bagi pendapatan (reveneu sharing) antara 

kedua belah pihak berdasrkan nisbah yang telah disepakati 

sebelumnya.”
65

 

Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional nomor : 07/DSN-

MUI/VI/2000 tetang pembiyaan mudharabah, pengertian 

                                                             
64 Ismail, Perbankan Syariah, Jakarta, Prenada Media,2011, 

hlm.174-175. 
65

 Pasal 1 angka 5 peraturan Bank Indonesia Nomer 7/46/PBI/2005, 

tetang pembiayaan mudharabah 



47 

 

mudharabah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh LKS 

kepada pihak lain untuk kegiatan usaha yang produktif. 

Selanjutnya pada poin kedua dalam fatwa DSN–MUI/IV/2000 

juga diterangkan bahwa dalam pembiayaan mudharabah LKS 

sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % 

kebutuhan suatu proyek usaha, membiayai pengusaha (nasabah) 

bertindak sebagai mundharib atau pengelola dana.
66

 

Pembiayaan mudharabah dapat di gambarkan sebagai berikut ini 

:  
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       Perjanjian Bagi Hasil                    

 

 

                          Keahlian 

 

 

               nisbah x %                                                nisbah y %                  

  

                                                                 modal dari BMT                        

 

 

Agar memahami skema diatas, berikut ini penjelasan dan 

contoh nominalnya: 

a. Nasabah  mengelola dana pembiayaan dari BMT 

dengan kesepakatan bagi hasil. 

BMT 
Mudhari

b 

Pembagian 

keuntungan    

Proyek 

Usaha 

Modal  



49 

 

b. BMT mengasihkan modal kepada nasabah untuk 

dikelola nasabah dan mendapatkan bagi hasil dari 

nasabah yang telah disepakati. 

c. Lalu nasabah memberikan angusuran pokok beserta 

bagi hasil yang telah disepakati. 

Hasil usaha atas pembiayaan mudharabah akan dibagi 

antara lembaga keungan syariah dengan nasabah dengan nisbah 

bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad. Dalam 

pembiayaan mudharabah, terdapat dua pihak yang 

melaksanakan perjanjian kerja sama yaitu: 

a. Lembaga Keungan Syariah 

Lembaga keungan syariah yang menyediakan dana 

untuk membiayai proyek usaha yang diperlukan dalam 

pembiayaan. Lembaga keungan syariah menyidiakan dana 

100% tersebut dengan shahibul maal. 

b. Nasabah/pengusaha. 

Nasabah yang memerlukan modal dan menjalankan proyek 

yang dibiayai oleh lembaga keungan syariah. Nasabah 
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mengelola usaha yang dibiayai 100% oleh bank syariah 

dalam akad mudharabah disebut dengan mudharib.
67

 

2. Praktek Pembiayaan Mudharabah 

 Praktek pelaksanaan pembiayaan mudharabah ada lima 

macam yaitu; 

1) Biaya pengelolaan mudharabah 

Biaya pengelolaan mudharabah diambil dari 

hartanya sendiri selama masih di daerahnya sendiri, begitu 

pula jika usaha mudharabah membutuhkan biaya untuk 

perjalanan, maka perjalanan tetap diwajibkan bagi pengelola 

modal (mudharib). Sebab, Jika biaya usaha atau bahkan lebih 

besar dari pada keuntungan yang diperolehnya. Dan jika telah 

terjadi dimikian maka pemilik modal tidak akan memdapatkan 

bagiannya. Namun, jika pemilik modal untuk keperluan biaya 

pengelolaan mudharabah. Imam Malik berpendapat bahwa, 

biaya-biaya boleh dibebankan kepada pemilik modal apabila 
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modalnya cukup besar sehingga memungkinkan masih 

mendapatkan keuntungan-keuntungan.
68

 

2) Sikap mudharib setelah kematian pemilik modal 

Pengelola tidak boleh mengelola modal mudharabah 

lagi apabila pemilik modal meninggal dunia, karena hukum 

hukum mudharabah menjadi fasikh. Dan menjadi hukum 

ghasab karena pengelola modal tetap menjalankan usaha tanpa 

seizin ahli waris, sedangkan mudharib telah mengetahui 

kematian pemilik modal. Jika hal ini terjadi maka mudharib 

harus mengembalikannya, kemudian apabila modal itu sudah 

menghasilkan keuntungan, maka keuntungan harus dibagi 

dua.
69

 

3) Penerima modal adalah penerimaan amanah 

Apabila akad  mudharabah telah dilaksanakan dan 

mudharib telah menerima modal dari pemilik modal, 

maka mudharib menjadi pemegang amanah atas harta 
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yang telah diberikan oleh pemilik modal tersebut. Jadi 

ketika harta ditasaharufkan oleh pengelola, sedangkan 

harta tersebut berada di bawah kekuasaan pengelola, 

sedangkan harta tersebut bukan miliknya, sehingga harta 

tersebut berkedudukan sebagai amanah. Apabila harta itu 

rusak bukan karena kelalaian pengelola, ia tidak wajib 

menganggantinya. Bila kerusakan timbul karena kelalaian 

pengelola, maka ia wajib menggantinya. 

4) Penerimaan modal menyerahkan modal kepada pihak 

ketiga penerima modal (mudlarib) tidak di perbolehkan 

untuk melakukan mudharabah dengan lain dengan harta 

yang di terimanya sebagai modal, karena itu dianggap 

sebagai perbuatan dzilim dan melampuhi batas. 

5) Hadirnya pemilik modal pada saat pembagian. 

Menurut Ibnu Rusyd, para ulama sepakat bahwa 

mudharib tidak boleh mengambil bagian dari keuntungan 

kecuali dengan kehadirian pemilik modal. Karena 
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hadirnya pemilik menjadi salah satu syarat pembagian 

bagian keuntungan.
70

 

 

3. Manfaat Pembiayaan Mudharabah 

 Manfaat pembiayaan mudharabah yaitu : 

a. Bank atau lembaga keungan syariah akan menikmati 

peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan dari usaha 

anggota  meningkat. 

b. Bank atau lembaga keungan syariah tidak berkewajiban 

membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara 

tepat, tetapi disesaikan dengan pendapatan hingga pihak 

bank tidak akan pernah mengalami negative spread. 

c. Pengembalian pokok pembiayaan disesaikan dengan arus 

kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. 

d. Prinsip bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah berbeda 

dengan prinsip bunga.
71
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BAB III 

PRAKTEK PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH 

DENGAN SISTEM MUSIMAN DI KSPS BMT LOGAM 

MULIA GUBUG GROBOGAN 

 

A. Profil KSPS BMT Logam Mulia  Gubug Grobogan  

Berdirinya KSPS BMT Logam Mulia berawal dari 

adanya musyawarah sejumlah tokoh masyarakat, para ulama 

yang dipelapori oleh H.Mustakmir. Pada tanggal 10 Agustus 

2001 berkumpul dan menggagas seuatu lembaga yang mengenai 

simpan pinjam berasaskan syariah, pada tanggal 23 Agustus 2001 

mengadakan musyawarah kembali untuk membentuk pendiri dan 

nama lembaga. Untuk nama lembaga yang didapatkan dari hasil 

musyawarah yang telah disepakati dengan nama KSPS BMT 

Logam Mulia.
72

 

Pada tanggal 25 Agustus 2001 terbentuk pendiri  

sekaligus membuat nama “KSPS BMT Logam Mulia” dan di 

sampaikan kepada Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten 
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Grobogan untuk pengesahan. Pada tanggal 21 April 2003 

mendapatkan badan hukum yaitu 06/BH/PAD/KDK.II/IV/2003.
73

 

KSPS BMT Logam Mulia telah mendapatkan respon 

positif dari masyarakat melalui minat masyarakat dan dukungan 

keberadaannya. Sehingga KSPS BMT Logam Mulia mendirikan 

cabang-cabang dibeberapa wilayah untuk menanggapi respon 

masyarakat tersebut. Adapun pekembangan kantor cabang yang 

telah didirikan adalah sebagai berikut: 

1. Tanggal 25 Febuari 2001, KSPS BMT Logam Mulia membuka 

kantor pusat yang berada di Klambu Jl. Klambu  Grobogan. 

2. Tanggal 12 Febuari 2002, BMT Logam Mulia membuka kantor 

cabang yang berada di jalan P. Puger nomor 57 Grobogan. 

3. Tanggal 13 Mei 2002 membuka kantor cabang di Babalan 

Kalirejo Kecamatan Undaan Kudus. 

4. Tanggal 13 Mei 2002 membuka kantor cabang di jalan raya 

Purwodadi-Kudus Km. 7. 

5. Pada tahun 2003 membuka kantor cabang di wilayah timur kota 

Kudus, tempatnya dijalan raya Jekulo nomer 211 Kudus. 
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6. Tanggal 2 juli 2005 membuka kantor cabang di Kecematan 

Gubug, dengan alamat Jalan Bhayangkara nomer 64 Kecamatan 

Gubug Grobogan. 

7. Tanggal 1 Mei 2011 mendirikan cabang di jalan Colo-Kudus 

Km. 12 Kecamatan Dewe Kudus.
74

 

KSPS BMT Logam Mulia dimana berhubungan secara 

langsung dengan masyarakat tentunya memiliki visi dan misi. Visi 

misi ini dibutuhkan untuk menerangkan kepada masyarakat secara 

umum tujuan dan manfaat kenapa BMT Logam Mulia didirikan, 

sehingga masyarakat lebih percaya dan mengakui keberadaannya. 

a.  Visi BMT Logam Mulia yaitu : 

“Membangun Ekonomi Umat”. 

b. Misi BMT Logam Mulia yaitu: 

a) Memberdayaan ekonomi umat melalui usaha simpan pinjam. 

b) Penghimpunan dan pengelolaan simpanan masyarakat agar 

aman sesuai syari‟ah. 
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c) Mengembangkan usaha ekonomi produktif baik skala kecil 

maupun menengah serta meningkatkan kualitas dan 

kesejatraan umat.
75

 

Selain visi dan misi yang telah dipaparkan diatas, 

KSPS BMT Logam Mulia juga memiliki strategi, yaitu 

memberi pelayanan dengan cepat, tepat dan terintrigritasi. 

KSPS BMT Logam Mulia juga memiliki budaya dalam kerja 

yaitu : 

a. Satu informasi setiap hari yaitu mendorong seluruh 

karyawan mencari informasi positif dan membaginya 

(sharing) untuk pengetahuan bersama. 

b. Dua menit sebelum jadwal yaitu melatih, membiasakan, dan 

menumbuh kembangkan kedisiplinan karyawan dengan 

hadir dirungan tempat kerja dua menit sebelum kerja dan 

atau segala aktivitas meeting. 

c. Salam, sapa, seyum penuh kesantunan yaitu mendorong 

seluruh karyawan terbiasa memberikan pelayanan terbaik 
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dan bersikap sopan serta santun dengan memberikan salam 

(assalamualaikum), sapa dan seyum. 

d. Rencanakan, kerjakan, monitor, dan tindak lanjut yaitu 

karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari senantiasa 

menerapkan etos kerja dan prinsip menejemen lembaga yang 

baik. Dengan senantiasa membuat perencanaan, 

mengerjakan hingga tuntas, membantu, mengevaluasi, dan 

melaporkan hasilnya serta menindak lanjuti untuk membuat 

perbaikan. 

e. Ringkas, rapi, bersih, rawat, rajin yaitu menumbuh 

kembangkan kesadaran, kenyakinan, dan keperdulian 

karyawan akan pentingnya penataan rung kantor dan 

dokumen kerja yang ringkas, rapi, bersih melalui perawatan 

yang dilakukan secara rutin agar tercipta lingkungan kerja 

yang nyaman guna meningkatkan etos kerja dan semangat 

berkarya.
76

 

KSPS BMT Logam Mulia dalam menjalankan 

oprosionalnya mempunyai struktur organisasi. Struktur 

                                                             
76

 Ibid 



48 

 

organisasi ini dibutuhkan agar kerja KSPS BMT Logam Mulia 

berjalan lancar dan berkembang. Struktur organisasi yang ada 

di KSPS BMT Logam Mulia sama dengan struktur organisasi 

yang ada pada lembaga kuangan lainnya, hanya saja dalam 

Koprasi Simpan Pinjam Syariah terdapat Dewan Pengawas 

Syariah (DPS). Kekuasaan tertinggi terletak pada Rapat 

Anggota Tahunan (RAT). 
77
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Untuk lebih jelasnya struktur organisasi pada KSPS 

BMT Logam Mulia dapat digambarkan dalam bagan berikut 

ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pengurus KSPS BMT Logam Mulia yang diketuai oleh H. 

Mustamir, seketaris Ir. Muklisin,M.M, dan bendahara Hj. Eny 

Winiharti,S.H, selain pengurus, dalam struktur organisasi KSPS BMT 
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PERSONALAI 

MENEJER 
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Logam Mulia terdapat Dewan Pengawas yaitu H. Noortain,S.H, dan 

Menejer Oprasional yang pipin oleh Agus Suryono,S.Ag, Menejer 

Administrasi Noorina Indah R, S.E, Menejer Audit dan Personalia Ali 

Musyafak ,S.Sos, Menejer Pemasaran Agus Sugiarto,A.Md, Teller 

Pusat Rif‟atun ,S.Pd, Menejer cabang Gubug Nur Sa‟id,S.E, Teller 

cabang Gubug uji Astutik, S.E, dan Marketing cabang Gubug yaitu 

Ahmad Yusuf, S.E, dan Aris Widyanto S,E,.
78

 

B.  Produk dan Jasa KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan 

 Sistem yang digunakan dalam KSPS BMT Logam Mulia ada 

dua macam yaitu produk pembiayaan (lending) dan produk simpanan 

(funding). Dibawah ini akan dijelaskan produk-produk tersebut. 

1. Lending ( pembiayaan) 

 Produk-produk pembiayaan yang yang dimiliki oleh KSPS 

BMT Logam Mulia: 

a. Mudharabah dengan sistem musiman 

 Pembiayaan musiman dengan menggunkan akad mudharabah, 

dimana dalam akad atau perjainjian anatara dua pihak atau lebih 
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melakukan kerja sama usaha. Satu pihak menempatkan modal sebesar 

100% (shahibul maal), dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha 

mudharib.
79

 

 pembiayaan yang pembayarannya dilakukan sekaligus dalam 

jangka waktu 4 bulan atau 6 bulan, setiap bulannya nasabah hanya 

membayar bagi hasilnya saja. Kemudian baru bulan ke-4 atau ke-6 

setelah jatuh tempo nasabah, membayar semua pinjaman beserta bagi 

hasil bulan ke-4 atau ke-6 tersebut. Untuk bagi hasil pembiayaan 

jangka waktu 4 atau 6 bulan sebesar 3,5% perbulan. Jadi angsuran 

pembiayaan mudharabah dengan sistem musiman hanya dikenakan 

bagi hasilnya setiap bulan yaitu sebesar 3,5 % dari uang yang 

dipijamnya. Setelah jatuh tempo yaitu pada bulan ke 4 atau ke 6 maka 

nasabah harus membayar angsuran pokok sebesar uang yang dipijam 

nasabah dengan disertai bagi hasil pada bulan ke 4 atau ke 6. Jika 

mampu melunasinya maka nasabah dapat mengajukan jangka waktu 

dengan disertai pembaruan akad dengan membayar biaya administasi 

sebesar 3,5%.
80
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b. Mudharabah dengan sistem bulanan 

 Pembiayaan dengan sistem bulanan merupakan jangka waktu 

12 bulan yang pembayarannya dilakukan dengan sistem angsuran setiap 

perbulan sesuai ketentuan keputusan KSPS BMT Logam Mulia. Bagi 

hasil untuk pembiayaan bulanan sebesar 2,5%.
81

 

c. Musyarakah 

 Musyarakah adalah modal pembiayaan yang dilakukan 

dengan cara modal investasi atau modal kerja dimana pihak KSPS BMT 

Logam Mulai dilibatkan dalam proses menejemen pengelolaan 

usahanya. Pembagian keuntungan dan produk ini berdasrkan nisbah 

bagi hasil yang telah disepakati anatara kedua belah pihak.
82

 

d. Bai‟i Bits Saman Aiil (BBA) 

  Bai‟i Bits Saman Aiil (BBA) adalah produk pembiayaan yang 

digunakan untuk keperluan pembelian barang yang dibutuhkan oleh 

nasabah, dimana proses pembayaranya dapat diangsur sebesar harga 

pokok tambah dengan besarnya bagi hasil yang telah disepakati.
83
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e. Ijarah 

Ijarah adalah salah satu produk pembiayaan yang diberikan 

untuk pembayaran barang sewaan kepada nasabah. Dimana nasabah 

dapat mengambil manfaat dari barang yang disewa sesuai dengan 

jangka waktu tertentu berdasarkan kespakatan.
84

 

f. Qardul Hasan 

Qardul Hasan adalah produk pembiayaan dengan memberikan 

pinjaman lunak kepada nasabah. Semata-mata kewajiban sosial dan 

nasabah tidak dituntut untuk memberikan tambahan. Hanya 

mengembalikan sebesar pokok pinjaman.
85

 

g. Dien Bi Nadzar 

 Dien Bi Nadzar adalah produk pembiayaan yang diberikan 

kepada nasabah dengan perjanjian nasabah akan memberikan 

keuntungan pada saat pelunasan dengan besarnya bagi hasil sesuai 

dengan nadzharnya pada saat akan pembiayaan dan disetujui oleh 

pihak KSPS BMT Logam Mulia.
86
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 Selain yang dipaparkan diatas, KSPS BMT Logam Mulia 

memiliki suatu bagian yang secara khusus membidangi pengelolaan 

dana masyarakat yang berupa zakat, infaq, dan shadaqah. Adapun 

bagian tersebut disebut Baitul Maal, yang meliputi : 

a. Progam pemberian beasiswa. 

b. Pemberian dana sosial. 

c. Pemberian santunan yatim piatu. 

d. Pemberian santunan fakir miskin.
87

 

1. Funding (simpanan) 

a)  Simpanan Mulia Yaitu tabungan atau simpanan masyarakat yang 

transaksinya bisa dilakukan sewaktu-waktu dan diambil 

sewaktu-waktu untuk keperluan sehari-hari. Akad yang yang 

digunakan adalah akad wadi‟ah yad dhamanah dimana pihak 

nasabah menitipkan dananya kepada pihak pengelola, dan dan 

pihak pengelola diberi kewenangan untuk memanfaatkan 

dengan bagi hasil sesuai kesepakatan.
88
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b)  Simpanan Berjangka Yaitu tabungan atau simpanan masyarakat 

yang transaksinya ada saat jatuh tempo. Jangka waktu simpanan 

ini terdiri dari 3, 6 dan 12 bulan. Dengan bagi hasil untuk 6 

bulan sebesar 1% s/d 1,2 % dan untuk jangka waktu 12 bulan 

bagi hasil sebesar 1,3%..
89

 

c) TabasisYaitu Simpanan atau tabungan yang diperuntukan bagi 

siswa sekolah.
90

 

d) Tasaqur Yaitu tabungan atau simpanan masyarakat yang 

dipersiapkan untuk qurban.
91

 

e) Tabungan Haji Yaitu simpanan bagi masyarakat yang 

diperuntuhkan untuk ibadah haji.
92
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C. Prosedur dan Mekanisme Oprasional 

1. Prosedur dan mikaniseme Lending (pembiayaan) 

a. Persyaratan Pembiayaan. 

1) Markerting menjelaskan poduk pembiayaan di KSPS BMT Logam 

Mulia kepada nasabah yang mengajukan permohonan 

pembiayaan.
93

 

2) Nasabah mengisi dan melengkapi form permohonan pembiayaan 

dan menyiapkan persyaratan lainnya.Syarat permohonan : 

a. KTP suami istri 

b. Kartu Keluarga, Surat Nikah 

c. Salinan tagihan rekening listrik 

d. Agunan (BPKB, Sertifikat, IMB) 

e. Data objek pembiayaan jaminan (harga objek, lokasi jaminan dan 

foto)
94

. 

  Setalah memenuhi persyaratan individu dan langkah 

selanjutnya mengisi Form Pembiayaan / Kredit dan didalam Form 
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pembiayaan ada kebijakan-kebijan yang disepakati oleh nasabah. Isi-

isi kebijakan form pembiayaan yaitu  

1. Pemberian ijin kepada KSPS BMT Logam Mulia untuk melakukan 

survey, baik dirumah maupun lainnya untuk mengumpulkan data-data 

yang dibutuhkan. 

2. Setelah diadakan survey KSPS BMT Logam Mulia berhak menolak 

atas permohonan sesuai data-data yang telah dikumpulkan dengan 

tanpa memberitahu alasan penolakan tersebut. 

3. Persyaratan yang telah masuk KSPS BMT Logam Mulia adalah arsip 

kantor dan tidak diperbolehkan diambil pemohon. 

4. Apabila pihak KSPS BMT Logam Mulia menyetujui / ACC 

pembiayaan / Kredit, saya sanggup membayar kewajiban anggsurasn 

tiap bulannya dan tepat tanggal. Dan apabila saya Wan prastasi / 

terlambat membayar kewajiban angsuran setiap bulanannya, maka 

saya menyetujui sekaligus mempersialakan pikak KSPS BMT Logam 

Mulia, melakukan prosesi hukum sesuai aturan KSPS BMT Logam 

Mulia baik penarikan jaminan bergerak maupun pengalihan atas hak 

jaminan kepada lembaga. 
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5. Serfitikat / BPKB milik orang lain dan keluarga wajib dilampirkan 

surat pernyataan pinjam jaminan bermatrai cukup dan terlegalisasi 

yang berwenang. 

6. Dan apabila terjadi keterlambatan anggsuran dinyatakan Wan prastasi, 

maka saya ikut betanggung jawab penuh serta menyetujui eksikusi / 

penyitaan barang jaminan yang ada.
95

 

3) Marketing meminta form permohonan pembiayaan dan melayani, 

memeriksa persyaratan kelengkapan. 

4) Markerting menjelaskan jenis pembiayaan yang dipilih beserta jangka 

waktu dan cara pengembaliannya. Markerting mensimulasikan Kartu 

Angsuran sesuai dengan pembiayaan yang dipilih oleh nasabah dengan 

menggunakan sistem. 

5) Markerting mengirim form yang sudah lengkap kepada menejer, 

mengisi data calon nasabah pembiayaan ke sitem, status pembiayaan 

adalah pengajuan. Kemudian menejer akan mempersiapkan berkas 

untuk di proses lebih lanjut ke anaisis pembiayaan dan pengelola KSPS 

BMT Logam Mulia.
96
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6) Menejer menerima dan memeriksa ulang kelengkapan pengisian dan 

persyaratan. Jika belum lengkap secara admistrasi, maka map 

pembiayaan di kembalikan ke marketing.
97

 

b. Analisa Pembiayaan 

1. Melakukan analisa awal untuk penentuan calon nasabah yang 

potensial yang di lakukan oleh menejer. 

2. Melakukan survey ke usaha calon nasabah pembiayaan oleh Surveyor, 

dengan mengumpulkan informasi sebagai berikut : 

1) Data usaha, meliputi filosofi usaha, sasaran yang ingin dicapai, 

rencana jangka pendek, menengah dan pajang, pendiri, pemegang, 

saham, jumlah karyawan, dan sebaginya. 

2) Kemampuan membayar. 

3) Barang yang digunakan sebagai agunan. 

4) Pembuatan laporan hasil kunjungan survey yang dibuat oleh 

marketing. 

3. Analisa setiap aspek yaitu meliputi : 

1) Stastus usaha dan kapasitas calon pembiayaan secara hukum. 
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2) Aspek pemasaran. Siklus hidup produksi, daya beli masyarakat, 

daerah pemasaran, faktor musim. 

3) Aspek teknis. Lokasi usaha. 

4) Aspek jaminan. Untuk mengetahuai nilai ekonomis jaminan dan nilai 

yuridis dari barang yang dijaminkan. 

5) Analisa kulitatif. Menekankan kepada aspek kemauan membayar dari 

nasabah. 

6) Analisa kuantatif. Untuk menilai kemampuan membayar nasabah. 

4. Administrasi pembiayaan 

1) Pengikatan terhadap barang yang diteriama sebagai jaminan 

pembiayaan harus dilaksanakan pengikat secara hukum. 

2) Pengikatan atas barang jaminan dilaksanakan setelah perjanjian 

pembiayaan ditandatanagani. 

5. Realisasasi pembiayaan 

1) Menejer administrasi pembiayaan menyerahkan berkas hasil survei, 

dan dokumen-dokumen pembiayaan kepada pengelola KSPS BMT 

Logam Mulia. 
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2) Pengelola KSPS BMT Logam Mulai mengadakan rapat untuk 

memutuskan status dari permohonan tersebut dengan mempergunakan 

data hasil survei dan perhitungan analisa pembiayaan. 

3) Administrasi pembiayaan jika ditolak akan ditangguhkan, pengelola 

KSPS BMT Logam Mulia akan membubuhkan tanda tangan pada 

kolom penolakan di dalam lembar komite dan memberikan surat 

jawaban penolakan yang dibuat oleh menejer. 

4) Jika disetujui, nasabah pengelola KSPS BMT Logam Mulia  

membubuhkan tanda tangan pada kolom persetujuan di dalam lembar 

persetujuan pengurus. 

5) Menejer marketing melakukan kalkulasi kebutuhan pembiayaan 

berdasrkan data-data yang telah di survei. 

6) Berkas lengkap berikut persetujuan dan hasil kalkulasi kebutuhan 

pembiayaan diberikan kepada menejer untuk diproses lebih lanjut. 

7) Menejer melengkapi data pembiayaan dan kartu pembiayaan pada 

sistem dan merubah status kartu dari PENGAJUAN menjadi 

DISETUJUI. 

8) Menejer membuat slip realisasi pembiayaan sejumlah pembiayaan 

yang telah disetujui dan slip setoran biaya administarsi dan materai. 
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9) Akad pembiayaan yang ditanda tangani oleh nasabah pembiayaan. 

Untuk pembiayaan diatas 5 juta harus melibatkan pengurus untuk 

penendatanganannya. 

10)  Teller meminta slip :setoran pembiayaan, biaya administrasi dan 

materai. 

11)  Nasabah dana pembiyaan melalui teller melaui slip penarikan. 

12)  Pembuatan kartu pembiyaan. 

13)  Menjer mengarsipkan semua dokumen-dokumen pembiayaan.
98

 

 

2. Prosedur dan Mikanisme Operasional Funding (simpanan) 

a. Setoran Simpanan 

1) Menyerahkan dan atas permintaan anggota untuk mengisi slip 

simpananan rangkap 3 (slip) 

2) Menerima simpanan  dari anggota (diluar jam kantor) dengan 

memberikan bukti setoran bukan slip simpanan. 

3) Memeriksa kelengkapan dari kebenaran slip sesuai dengan permintaan 

anggota 
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4) Menghiyung jumlah uang yang tertera dalam slip setoran, kemudian 

diserahkan kepada teller untuk mendapatkan validitas. 

5) Menerima buku tabungan dan slip seteran dari teller dan disamapaikan 

kepada anggota. 

a. Penarikan simpanan 

 Penarikan simpanan dilakukan oleh anggota atau yang mewakili 

dilengkapi surat kuasa bermaterai.
99

 

 

D. Praktek Pembiayaan Akad Mudharabah Dengan Sistem Musiman 

di KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan. 

 Akad yang digunakan oleh KSPS BMT Logam Mulia pada 

produk pembiyaan yaitu mudharabah dengan sistem musiman. 

Penggunaan produk tersebut supaya lebih menarik serta menyesaikan 

kebutuhan masyarakat. Berikut ini praktek pembiayaan mudharabah 

dengan sistem musiman yaitu : 

1. KSPS BMT Logam Mulia memberitahukan prosedur apa saja yang 

harus dilakukan oleh nasabah. 
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2. Setelah mengetahui prosedur atau caranya nasabah mengisi dan 

melengkapi form pemohonan pembiayaan dan menyiapkan syarat-

syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah. 

Syarat-syarat pemohonan : 

a. KTP Suami Istri, KK atau surat nikah, slip gaji atau keterangan 

penghasilan. 

b. Jaminan BPKB, foto kopi STNK, faktur, gesek ranka mesin. 

c. Jaminan setifikat HM/HGB, atas nama sendiri atau keluarga yang 

telah dikuasakan. 

d. Data objek pembiayaan jaminan ( harga objek, lokasi jamanan, dan 

foto). 

3. Marketing meminta form pemohonan pembiayaan dan melayani, 

memeriksa persyaratan untuk mengetahui kelengkapan persyaratan 

yang harus dipenuhi oleh nasabah. 

4. Marketing menjelaskan dan menegaskan jenis pembiayaan yang 

dipilih serta jangka waktu dan cara mengembalikannya. Marketing 

mensimulasikan kartu angsuran sesuai dengan pembiayaan yang 

dipilih oleh nasabah menggunakan sistem. 
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5. Marketing memberitahukan kepada nasabah apa yang dipilih produk 

tersebut, apabila nasabah memilih prodak pembiayaan mudharabah 

dengan sistem musiman maka jangka waktunya 4 bulan atau 6 bulan. 

6. Marketing mengirimkan form yang sudah lengkap kepada menejer, 

mengisi data calon nasabah pembiayaan kesistem, status pembiayaan 

adalah pengajuan. 

7. Menejer menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan.
100

 

 Setelah mengisi form-form dan melengkapi syarat-syarat yang di 

ajukan oleh KSPS BMT Logam Mulia kepada nasabah, maka nasabah 

terlelasasinya pembiaayaan tersebut. Langkah selanjutnya nasabah 

mengisi kontrak akad pembiayaan, selanjutnya nasabah diberi kartu 

pembiayaan dan tanda terima pengembalian jaminan dan mengisi 

persetujuan pembiayaan yang ditandatangani oleh nasabah, teller dan 

menejer.
101

 

 

1. Pemberian Bagi Hasil 

 Pemberian bagi hasil yaitu ada dua macam yaitu: 
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a. Pembiayaan mudharabah dengan sistem musiman pemberian bagi 

hasilnya yaitu setiap bulan membayar bagi hasil sebesar 3,5 % dari 

uang dipinjamnya dan  pada saat 4 bulan atau 6 bulan membayar 

angsuran pokok dan bagi hasilnya. Contoh pemberian bagi hasil 

musiman : 

Bagi Hasil                                          =  Kredit x 3,5% 

Jadi setiap bulannya membayar bagi hasilnya dari jumlah 

kredit dikali dengan 3,5 %( bagi hasil). 

b. Pembiayaan mudharabah dengan sistem bulanan yaitu pemberian bagi 

hasil pada setiap bulan serta membayar angsuran pokok dengan 

jangka waktu 12 bulan atau 24 bulan. Contoh pemberian bagi hasil 

bulanan : 

Angsuran Pokok                           = Kredit : 12 bulan 

                                                      =(hasil dari pembagian 

) 

Bagi Hasil                                     = Kredit  x 2,5 % 

                                                      =(hasil dari pengkalian) 

Jadi, jumlah anggsuran /bulanan   = Angsuran Pokok + 

bagi hasil 
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Dalam 12 bulan                              =hasil dari Angsuran 

Pokok di tambah 

                                                   dengan hasil dari Bagi 

Hasil  x 12 bln.
102

 

 Penulis memberi contoh praktek pembiyaan mudharabah dengan 

sistem bulanan karena dalam praktek yang terjadi ada sangkut pautnya 

dengan pembiayan sistem bualanan. 

2. Penetapan Bagi Hasil 

 KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan dalam 

menentukan bagi hasil sebesar 3,5 %, penetapan jumlah bagi hasil 

hasil tersebut yang sudah ditetapkan dari pusat KSPS BMT Logam 

Mulia yaitu pusatnya di KSPS BMT Logam Mulia Klambu 

Grobogan, dalam penetapan bagi hasil tersebut dari hasil Rapat 

Anggota Tahunan (RAT) untuk pengelola KSPS BMT Logam Mulia  

sebagai mengurus yang salah satunya dalam penetapan bagi hasil 
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yaitu sebesar 3,5%. Alasan penetapan bagi hasil tersebut suapaya 

menimalisir apabila ada kerugian pada pembiayaan.
103

 

3. Alasan nasabah yang mengikuti produk pembiayaan 

mudharabah dengan sistem musiman. 

 Nasabah yang mengikuti pembiayaan mudharabah dengan 

sistem musiman yaitu bapak Ahmad Surusi dengan istrinya ibu 

Haryanti yang berdomisili desa Mijen Barat,Rw.04 Rt.01, 

Kecamatan kebunagung Kabupaten Demak, alasan bapak Surusi 

dalam mengikuti pembiayaan tersebut karena mudah terealisasinya 

pembiayaan dan hanya membayar setiap bulannya bagi hasilnya 

saja. Bapak Ahmad Surusi mengajukan pembiayaan sebesar Rp 

5.000.000;, yang terealisasi pada tanggal 30-9-2015 dan harus 

membayar anggsuran pokok pada tanggal 30-03-2016, tetapi bapak 

Surusi hanya bisa membayar bagi hasilnya hanya dua kali yaitu 

sebesar Rp 350.000; karena kebutuhan-kebutuhan uang pembiayaan 

tersebut masih digunakan untuk penanaman padi.
104
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4. Pinalti 

 Pinalti sendiri merupakan sanksi yang dibebankan 

kepada pelanggar peraturan. Pihak KSPS BMT Logam Mulia akan 

memberikan sanksi kepada nasabah bila tidak bisa melunasi 

angsuran musiman. Nasabah mendapatkan sanksi berupa tambahan 

waktu 6 bulan lagi atau nasabah bisa memilih dengan sanksi bulanan 

dengan jangka waktu 12 bulan atau 24 bulan.
105

 Peraturan-peraturan 

yang dibuat tersebut, selanjutnya ditawarkan kepada calon nasabah 

pada saat mengajukan pembiyaan musiman. Hal ini dilakukan agar 

nasabah mengatahui peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh KSPS 

BMT Logam Mulia.
106

  

Berikut ini contoh salah satu nasabah yang terkana pinalti 

dari KSPS BMT Logam Mulia :
107

 

Bapak Ahmad Surusi mengikuti pembiayaan Mudharabah 

dengan sistem musiman sebesar Rp.5.000.000, selama 6 bulan untuk 

modal kerja dengan angsuran musiman. Bagi hasil diterapkan 
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sebesar 3,5% perbulan berdasrkan akad yang disepakati. Sebagai 

berikut: 

Bagi hasil                    = Kredit x 3,5% 

                                    =Rp 5.000.000,-  x 3,5 % 

                                    =Rp 175.000,- 

 Untuk angsuran musiman setiap bulannya hanya 

dikenakan pembayaran bagi hasil setiap bulannya yaitu sebesar Rp 

175.000,-. 

Setelah jatuh tempo yaitu pada bulan ke-6 bulan maka 

nasabah harus membayar angsuran pokok sebesar Rp 5.000.000; dan   

disertai bagi hasilnya sebesar 3,5%,-. Jika belum mampu 

melunasinya maka nasabah mendapatkan sanksi dari KSPS BMT 

Logam Mulia yaitu menambah jangka waktu maksimal 24 bulan dan 

mebayar biaya administrasi sebesar 3,5 % dari uang yang di 

pinjamnya yaitu sejumlah Rp .125.000,-.
108

 

Praktek  dilapangan yang mengikuti prodak dari KSPS BMT 

Logam Mulai yang terkena pinalti atau sanksi yaitu Bapak Ahmad 
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Surusi dan Istrinya Ibu Haryanti. Mereka adalah seorang nasabah 

yang mengikuti pembiayaan mudharabah dengan sistem musiman. 

Alasan untuk mengikuti pembiayaan tersebut ialah agar bisa 

menggarap lahan untuk menanam padi. Pada tanggal 29/9/2015 

mengajukan permohonan pembiayaan mudharabah dengan sistem 

musiman, tanggal 30/9/2015 permohonan pembiayaan mudharabah 

terealisasi. Pembiayaan tersebut jatuh tempo pada tanggal 30/03/16 . 

Jumlah yang dipinjam oleh Bapak Surusi beserta istrinya sebesar 

Rp.5.000.000 dan setiap bulannya membayar bagi hasil 3,5%  yaitu 

Rp 175.000. Tetapi Bapak Surusi tidak bisa membayar angusuran 

pokok pada tanggal 30/3/16 , dan bapak Surusi memilih menambah 

bulanan selama 24 bulan serta membayar biaya administrasi sebesar 

Rp 125.000 dan  pada tanggal  29 /3/ 2018 harus melunasi anggsuran 

pokok sebesar Rp.5.000.000.
109

 

Bapak Ahmad Surusi mempunyai lahan sawah yang luasnya 

4000 M
2
, apabila panen padinya bagus bapak Ahmad Surusi 

biasanya mendapat bruto (laba kotor) sebesar Rp 6.000.000 setiap 

                                                             
109

 Wawancara dengan H. Ahmad Surusi dan Hj. Haryanti selaku 

nasabah KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan pada tanggal 30 

Oktober 2017 
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panennya. Tetapi yang dialami oleh Bapak Ahmad Surusi panen 

tidak cukup baik karena faktor alam sehingga harga padi tersebut 

tidak bisa mencapai senilai Rp 6.000.000, dan hanya mendapatkan 

laba kotor sinalai Rp 3.000.000.
110

  

Dalam pelaksanaan penaman padi tentu saja perlu dana, 

tenaga, dan waktu untuk mendapatkan hasil tersebut. Dibawah ini 

rician biaya penanaman padi yaitu sebagai berikut: 

a. Bibit padi 20 kg   Rp  200.000; 

b. Pupuk 2 karung   Rp  430.000; 

c. Sewa jasa traktor   Rp  220.000; 

d. Tamping    Rp  200.000; 

e. Tandur    Rp  600.000; 

f. Jasa tebas padi 3 orang  Rp 300.000; 

              

Rp1.950.000;
111

 

                                                             
110 Ibid   
111 Wawancara dengan H. Ahmad Surusi dan Hj. Haryanti selaku 

nasabah KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan pada tanggal 30 

Oktober 2017 
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saldo nasabah yaitu    = netto  +  sisa uang 

pembiayaan ( uang pembiyaan – biaya penanaman 

padi – biaya notaris) 

        = Rp 5.000.000; - Rp 1.950.000; - Rp 

100.000; 

             = Rp 3.000.000; + Rp 2.950.000 ; 

            = Rp 5.950.000; 

Beban Nasabah         = angsuran pokok+ membayar bagi hasil 

            = Rp 5.000.000; + Rp 1.050.000; 

            = Rp 6.050.000 ; 

Jadi yang harus dibayar nasabah yaitu  Rp 6.050.000; 

 Nasabah menambah musiman yang di sediakan oleh KSPS BMT 

Logam Mulia Gubug Grobogan selama 24 bulan serta membayar 

biaya administrasi sebesar Rp 125.000; di tambah dengan beban 

nasabah jadi total yang harus di bayar nasabah kepada KSPS BMT 
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Logam Mulai Gubug Grobogan sebesar Rp 6.175.000;. dan kerugian 

yang diatnggung oleh nasabah sebesar Rp 250.000;.
112

 

  

                                                             
112

 Ibid  
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK 

PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH DENGAN SISTEM 

MUSIMAN DI KSPS BMT LOGAM MULIA 

A. Analisis penetapan bagi hasil (profit sharing) pada akad 

pembiayaan mudhharabah dengan sistem musiman di KJKS BMT 

Logam Mulia Gubug Grobogan. 

Pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah dengan sistem 

musiman di KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan dalam 

menentukan bagi hasilnya yaitu diambil dari uang pembiayaan 

nasabah, bagi hasilnya 3,5 % yang harus dibayar setiap bulannya yang 

harus dibayar nasabah. Misal, si A mengajukan pembiayaan 

mudharabah dengan sistem musiman di KSPS BMT Logam Mulia 

Gubug Grobogan sebesar Rp 5.000.000;, maka Rp 5.000.000; x 3,5 % 

jumlah bagi hasilnya sebesar Rp 175.000; yang harus dibayar setiap 

bulannya  oleh nasabah. Penentapan bagi hasil  pada produk 

pembiayaan mudharabah dengan sistem musiman di KSPS BMT 

Logam Mulia Gubug Grobogan sudah ditentukan dari pusat KSPS 
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BMT Logam Mulia karena menimalisir kerugian pada produk 

tersebut.
113

 

Pembiayaan mudharabah dengan sistem musiman terbukti 

bayak yang memakai pembiayaan tersebut. Adapun nasabah yang 

menguti produk pembiyaan tersebut yaitu Ahmad Surusi ,Afrozi, 

Pujianto, Sumadi, Arofik, Sujono, Ali charmudi, Ali Zubaedi, ibu 

Sutarmi, bapak Rubai, Jumain, Suyatmin, Sridjono. Nama-nama yang 

penulis sebutkan adalah sebagian nasabah yang mengikuti produk 

pembiayaan tersebut.
114

 Alasan nasabah untuk mengikuti produk 

tersebut mudah terealisasinya pembaiyaan tersebut dan setiap 

bulannya hanya membayar bagi hasilnya saja yaitu sebesar 3,5 %.
115

 

Sistem bagi hasil (profit and loss sharing) dapat menggunakan 

dua mikanisme pertama, revener sharing yaitu berasal dari nisbah  

dikalikan dengan pendapatan sebelum dikurangi biaya. Misalnya, 

                                                             
113

 Wawancara dengan Bapak Nur Sa‟id selaku meneger KSPS 

BMT Logam Mulia Gubug Grobogan pada tanggal 03 januari 2018 
 
114

 Buku Monitor Pembiayaan dari KSPS BMT Logam Mulia 

Gubug Grobogan 
115 Wawancara dengan H. Ahmad Surusi dan Hj. Haryanti selaku 

nasabah KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan pada tanggal 30 

Oktober 2017 
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disepakati nisbah bagi hasil untuk BMT sebesar 5 % dan untuk 

nasabah 95%. Bila pendapatan kotor yang diperoleh nasabah pada 

bulan Januari sebesar Rp 1.000.000.000,- maka nasabah harus 

membayar bagi hasil kepada BMT sebesar Rp. 50.000,000,- (5% x Rp 

1.000.000.000,-). Bagi hasil antara BMT dengan nasabah dihitung 

berdasarkan pendapatan kotor dikurangi dengan biaya.
116

 Kedua, 

sistem Profit loss sharing yaitu prinsip pembagi utung (profit sharing) 

antara pemodal (investor) dengan penegelola modal (enterpreneur) 

dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara 

keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika 

mendapatkan keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah 

kesepakatan diawal perjanjian dan apabila ada kerugian dari pengelola 

modal  bukan karena kelalean dari pengelola modal, maka di tanggung 

oleh pemilik modal (loss sharing).
117

  

Pembiayaan akad mudharabah dengan sistem musiman di 

KSPS BMT Logam Mulia dalam perhitungan bagi hasilnya menurtut 

                                                             
116

  Ismail, Perbankan Syariah, Jakarta, Prenadamedia Gruop, 2011, 

hlm.175 
117

 Naf‟an, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah, Yogyakarta, 

Graha Ilmu, 2014, hlm.82-83. 
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analisis penulis tidak sesuai dengan yang dijelakkan diatas baik dari 

revener sharing maupun dari profit shasring karena penetapan bagi 

hasilnya dihitung dari uang pembiayaan dikalikan dengan 3,5 % dari 

ketetapan KSPS BMT Logam Mulia. Apabila ada kerugian dari 

nasabah maka di tanggung nasabah yaitu tambahan waktu serta 

membayar biaya administarsi. Seharusnya pada sistem profit and loss 

sharing jika terjadi kerugian maka pemodal tidak akan mendapatkan 

pengembalian modal secara utuh, sedangkan bagi pengelola, tidak 

akan mendapatkan upah dari kerjanya. Sedangkan keuntungan yang 

akan dibagikan adalah seluruh  pendapatan setelah dikurangi dengan 

biaya-biaya oprasional selama proses usaha. 

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek pembiayaan 

Mudharabah Dengan Sistem Musiman di KSPS BMT Logam 

Mulia Gubug Grobogan. 

Praktek yang terjadi di KSPS BMT Logam Mulia Gubug 

Grobogan pada produknya yaitu pembiayaan mudharabah dengan 

sistem musiman, pembiayaan dengan cara pembayarannya dilakukan 

sekaligus dalam jangka waktu 4 bulan atau 6 bulan, setiap bulannya 

nasabah hanya membayar bagi hasilnya saja. Kemudian pada jatuh 
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tempo nasabah membayar semua pinjaman beserta bagi hasil bulan 

ke-4 atau ke-6 tersebut. Untuk bagi hasil nya sebesar 3,5% perbulan. 

Jika tidak mampu melunasinya maka nasabah dapat mengajukan 

jangka waktu dengan disertai pembaruan akad dengan membayar 

biaya administasi sebesar 3,5%. 

Pembiayaan yang di KSPS BMT Logam Mulia tidak sesaui 

dengan akad mudharabah yaitu terletak pada pembaruan akad serta 

membayaran biaya administrasi. Akad mudharabah yang benar adalah 

apabila ada kerugian Dalam hal terjadi kerugian, maka ditagung oleh 

pemilik modal selama bukan diakibatkan kelalaian pengelola usaha. 

Sedangkan, kerugian yang timbul karena kelalian pengelola akan 

menjadi tanggung jawab pengelola usaha itu sendiri
118

 

pembiayaan mudhahabah dengan sistem musiman di KSPS BMT 

Logam Mulia Gubug Grobogan termasuk jenis mudharabah 

muqayyadah. Karena ada batasan waktu pada pembiyaan tersebut. 

Didalam bukunya Ahmad Wardi Muslich yang berjudul “Fiqih 

                                                             
118 118

 Viethzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, Islamic 

Financial Menegement: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk 

Lembaga Keungan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa, Jakarta, Rajawali 

Pers, 2008, hlm.123. 
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Muamalat” pada jenis pembiayaan tersebut tidak sah pada akad 

mudharabah karena adanya pembaruan akad pada pembiayaan 

tersebut. Jenis mudharabah muqqayadah yang benar terletak pada 

ketentuan apabila waktu tersebut lewat maka berhenti nya akad 

mudharabah.
119

 Pelaksanaannya pada produk pembiayaan 

mudharabah dengan sistem musiman di KSPS BMT Logam Mulia 

tidak sesaui dengan mudharabah muqqayadah karena ada pembaruan 

akad pada nasabah yang belum bisa membayar angguran pokok. 

Sebagaimana akad lain dalam syariat Islam, akad mudharabah 

menjadi sah, maka harus memenuhi rukun dan syarat mudharabah.
120

 

Apabila rukun sudah suadah terpenuhi tetapi syarat tidak dipenuhi 

maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga akad tersebut menjadi 

fasid (rusak). Rukun dan syarat mudharabah yaitu sebagai berikut: 

Pertama, aqaidini yaitu para pihak yang berakad. Kedua belah 

yang berakad, pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola modal 

                                                             
119 Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat, Jakarta, Amzah, 2015, 
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(mudharib) harus cakap bertindak atau cakap hukum.
121

 Pihak KSPS 

BMT Logam Mulia Gubug Grobogan sebagai shahibul maal, dan 

sebagai pengelola modal yaitu nasabah (mudharib). 

Syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang berakad telah 

dijelaskan dalam fiqh. Kriteria subyek akad harus cakap hukum yaitu 

berakal dan mumayyiz, sehingga mengetahui apa yang dia katakan dan 

putuskan secara benar Akad mudharabah yang dilakukan oleh kedua 

belah pihak yaitu antara pihak  KSPPS BMT Logam Mulia Gubug 

Grobogan dengan nasabah yang mengajukan  pembiayaan 

mudharabah  pada sistem musiman haruslah cakap hukum, berakal 

dan mumayyiz atau cakap hukum
122. Subyek hukum tidak hanya 

mencakup manusia, tetapi juga badan hukum. Pihak KSPS BMT 

Logam Mulia Gubug Grobogan adalah sebagai pihak pemberi modal 

(shahibul maal) dan berbentuk badan hukum yang sah, maka KSPS 

BMT Logam Mulia Gubug Grobogan tersebut sah untuk bertindak 

sebagai shahibul maal dalam transaksi mudharabah dengan sistem 

musiman yang diajukan oelh nasabah. Pihak mudharib yaitu nasabah 

                                                             
121

 Rachmat Syafei,  fiqih Muamalah , Bandung, Pustaka Setia, 

2001, hlm.228-229 
122

 Ibid, Rachmat Syafei, hlm. 228-229 
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yang mengajukan pembiayaan mudharabah dengan sistem musiman. 

Ketentuan yang dilakukan oleh nasabah juga sama sebagaimana 

dengan kententuan syarat mudharabah yaitu cakap hukum atau 

mumayyiz. Pelaksanaan pembiayaan mudharabah dengan sistem 

musiman di KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan telah 

disyaratkan. Nasabah haruslah sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk 

(KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah, surat salianan tagihan 

rekening listrik, mengunpulkan buat agunan yaitu BPKB, Sertifikat 

,IMB, dan data objek pembiayaan jaminan (harga bjek, lokasi jaminan 

dan foto). Berdasarkan persyaratan tersebut, maka sudah dapat 

membuktikan bahwa nasabah sudah memenuhi persyaratan yang 

ditentukan, baik secara hukum fiqh ataupun secara hukum positif yang 

berlaku di Indonesia. 

Analisis di atas dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak yang 

melakukan akad, dalam hal ini pihak KSPS BMT Logam Mulia 

Gubug Grobogan dengan nasabah yang mengajukan pembiayaan 

mudharabah dengan sistem musiman sudah memenuhi persyaratan 

untuk melakukan transaksi akad  mudharabah. 
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Kedua, modal harus berupa uang, modal harus diketahui dengan 

jelas dan memiliki ukuran (bukan berupa utang), modal harus harus 

diberikan kepada pengelola (mudharib), modal harus jelas jumlah dan 

nilainya, modal harus ada pada saat dilaksanakannya akad 

mudharabah.
123

 

Pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah dengan sistem 

musiman di KSPS BMT Logam Mulia sudah menmenuhi syarat yang 

dijelaskan diatas. Syarat tersebut yaitu modal pada pembiayaan 

tersebut  yang diberikan oleh KSPS BMT Logam Mulia kepada 

nasabah sudah sah dalam syarat sehingga terjadinya teraliasinya pada 

pembiayaan tesebut dan modal pembiayaan dibuat untuk menanam 

padi oleh nasabah. 

Ketiga, keutungan yaitu jumlah yang didapat sebagai kelebihan 

dari modal.
124

 Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi: 

a. Keuntungan harus diketahui kadarnya, tujuanya untuk memperoleh 

keutungan karena tujuan dari akad mudharabah yaitu kuntungan. 

Karena tujuan dari akad mudharabah yaitu memperoleh 

                                                             
123

 Imam mustofa, Fiqih Muamalah Kontoporer, Jakarta, Raja 

Grafindo Persada, 2016, hlm. 156 
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Abadi Jaya, 2015, hlm. 113 
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keuntungan. Apabila keuntungannya tidak jelas maka akibatnya 

akad mudhharabah menjadi fasid. Apabila seseorang menyerahkan 

modalnya kepada pengelola sebesar Rp 5.000.000; dengan 

ketentuan mereka bersekutu dalam keuntungan atau keuntungan 

dibagi steengah-setengah, maka akad seperti semacam itu 

hukumnya sah. Hal tersebut dikarenkan syirkah atau persekutuan 

mengehendaki persemaan,
125

 sesuai dengan firman Allah dalam 

Surah An-Nisa (4) ayat 12: 

                       

“Tetepi jika sauadara-saudara seibu itu lebih dari 

seseorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu.” 

b. Keutungan harus merupkan bagian yang dimiliki bersama 

dengan pembagian secara nisbah atau persentase, mislanya 

setengah- setengah sepertiga dn dua periga, atau 40 % : 60%, 

dan 60 %: 30 %, dan sterusnya.
126

 

                                                             
125 Wawancara dengan Bapak Nur Sa‟id selaku meneger KSPS 

BMT Logam Mulia Gubug Grobogan pada tanggal 03 januari 2018 
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c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari 

mudharabah dan pengelola tidak boleh menanggung 

kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan 

disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
127

 

Pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah dengan 

sistem musiman di KSPS BMT Logam Mulia Gubug 

Grobogan dalam menentukan bagi hasil keuntungan sudah 

diperuntukkan dari kebijakan pusat KSPS BMT Logam 

Mulia yaitu bagi hasilnya 3,5 % yang dibayar setiap 

bulannya. Karena menimalis kerugian pada produk 

pembiyaan mudharabah dengan sistem musiman. Nasabah 

setiap bulannya hanya membayar bagi dari uang 

pembiayaan yang diajukan oleh nasabah di kali dengan 

3,5% (Kredit x 3,5%).
128

 Alasan nasabah mengambil 

pembiayaan tersebut karena mudah terealisasinya 

pembiyaaan tersebut.
129

 

                                                             
127

 Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 

tentang pembiayaan mudharabah (qiradh). 
128 Wawancara denagn Bapak Nur Sa‟id selaku menger KSPS BMT 
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Penentuan bagi hasil jelas berbeda dari sistem 

ekonomi Islam (bagi hasil) dengan sistem ekonomi 

konvensional (bunga), perbedaannya salah satunya 

penentuan bagi hasil kalau sistem ekonomi Islam 

penentuan besarnya rasio/ nisbah bagi hasil dibuat pada 

waktu akad dengan berpedoman pada kemukian utung atau 

rugi, sedangkan sistem ekonomi konvesional penentuan 

bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu 

untung.
130

 Analisis pada bagi hasil yang diberikan oleh 

mudharib sebesar 3,5 % dari perhitungan uang pembiayaan 

tersebut yang selalu dibayar sama setiap bulannya. 

Perhitungan yang demikian termasuk dalam perhitungan 

sistem ekonomi konvensional karena penetapan pada bagi 

hasilnya diperuntuhkan dari satu pihak dan tidak dengan 

ketentuan bersukutu dalam keuntungan secara otomatis 

tidak diketahuinya kadar bagi hasilnya. 

                                                             
130 Naf‟an, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah, Yogyakarta, 
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Praktek pada pembiayaan mudharabah dengan sistem 

musiman di KSPS  BMT Logam Mulia Gubug Grobogan 

dalam menentukan bagi hasinya yaitu dari perhitungan 

uang pembiayaan dikali dengan 3,5 %( kredit x3,5% ).
131

  

Menurut analisis penulis Syarat yang diberikan oleh KSPS 

BMT Logam Mulia tidak sesuai dengan syarat keutungan 

akad mudharabah yaitu terletak pada penentuan bagi hasil 

dari 3,5%  dikalikan dengan modal pembiayaan sedengkan 

yang benar dengan persentase dari nisbah tersebut, 

misalnya setengah setengah, sepertiga dan pertiga, atau 

40% : 60% dan seterusnya. 

Praktek pada pembiayaan mudharabah dengan sistem 

musiman di KSPS BMT Logam Mulia dalam penetuan 

kerugian, apabila nasabah tidak bisa membayar pada waktu 

jatoh tempo maka nasabah tambah waktu lagi maksimal 24 

bulan untuk melunasi pembiaayaan tersebut serta 

membayar biaya administari sebesar 3,5%(kredit x 
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35%).
132

 Pada praktek pembiayaan tersebut tidak susuai 

dengan syarat ketentuan fatwa DSN-MUI yaitu terletak 

pada tambahan waktu dan membayar biaya administrasi, 

padahal didalam fatwa DSN-MUI Penyedia dana 

menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah dan 

pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun 

kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, 

atau pelanggaran kesepakatan. 

Keempat, kegiatan usaha, pengelola tidak boleh 

menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang 

berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi 

kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.
133

 Pelaksanaan 

akad pembiayaan mudharabah dengan sistem musiman di 

KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan dengan 

kegiatan usaha sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang 

ada, yaitu nasabah yang menanam padi sampai waktu 

panen selasai. 

                                                             
132  Ibid 
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tentang pembiayaan mudharabah (qiradh) 
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Kelima, Penyataan ijab dan qabul harus dinyatakan 

oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka 

dalam mengadakan kontrak (akad).134
 Syarat Ijab dan 

qabul di KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan 

sudah sesuai dengan syarat akad mudharabah yaitu 

ditunjukkan dengan adanya pengisian dan penandatangan 

formulir pembiayaan musiman . Pembiayaan tersebut 

menggunakan dengan akad mudharabah dengan 

pembayaran angsuran pokok dibayar dengan waktu 6 

bulan. 

Jadi kesimpulan penulis mengenai rukun dan syarat 

pada praktek pembiayaan mudharabah dengan sistem 

musiman di KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan 

sudah terpenuhinya rukun pada pembiyaan mudharabah, 

tetapi ada syarat yang tidak sesuai dengan hukum Islam 

yaitu pertama, syarat keuntungan atau laba karena pada 

penetapan keuntungan tidak menentukan besarnya 

rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan 
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berpedoman pada kemukunan untung rugi, kedua, KSPS 

BMT Logam Mulia dalam pembagian bagi hasil tidak 

dengan persentase atau nisbah, ketiga, apabila ada 

kerugian pada praktek pembiayaan mudharabah dengan 

sistem musiman tidak tanggung oleh shahibul maal 

(pemilik modal) tetapi malah ditanggung oleh mudharib 

(pengelola modal) dengan adanya tambahan waktu serta 

membayar biaya administasi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagaimana 

berikut: 

1. Pembiayaan akad mudharabah dengan sistem musiman di KSPS 

BMT Logam Mulia dalam perhitungan bagi hasilnya tidak sesuai  

dengan profit loss sharing baik dari sistem revener sharing maupun 

dari sistem  profit shasring karena penetapan bagi hasilnya dihitung 

dari uang pembiayaan dikalikan dengan 3,5 % dari ketetapan KSPS 

BMT Logam Mulia. Apabila ada kerugian dari nasabah maka di 

tanggung nasabah yaitu tambahan waktu serta membayar biaya 

administarsi. Seharusnya pada sistem profit and loss sharing jika 

terjadi kerugian maka pemodal tidak akan mendapatkan 

pengembalian modal secara utuh, sedangkan bagi pengelola, tidak 

akan mendapatkan upah dari kerjanya. Sedangkan keuntungan yang 
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akan dibagikan adalah seluruh  pendapatan setelah dikurangi dengan 

biaya-biaya oprasional selama proses usaha. 

2. Rukun dan syarat pada praktek pembiayaan mudharabah dengan 

sistem musiman di KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan 

sudah terpenuhinya rukun pada pembiyaan mudharabah, tetapi ada 

syarat yang tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu pertama, syarat 

keuntungan atau laba karena pada penetapan keuntungan tidak 

menentukan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad 

dengan berpedoman pada kemukunan untung rugi, kedua, KSPS 

BMT Logam Mulia dalam pembagian bagi hasil tidak dengan 

persentase atau nisbah, ketiga, apabila ada kerugian pada praktek 

pembiayaan mudharabah dengan sistem musiman tidak tanggung 

oleh shahibul maal (pemilik modal) tetapi malah ditanggung oleh 

mudharib (pengelola modal) dengan adanya tambahan waktu serta 

membayar biaya administasi. 

 

B. Saran 

 Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, terdapat saran 

saran sebagai berikut: 
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1. KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan pada praktek 

pembiayaan mudharabah dengan sistem musiman hedaklah 

memenuhi syarat-syarat pada akad mudharabah supaya tidak terjadi 

fasid pada pembiayaan atau batalnya akad pembiayaan tersebut. 

2. KSPS BMT Logam Mulia Gubug Grobogan dalam penetapan bagi 

hasil hendaklah dengan profit loss sharing yaitu bisa dengan revener 

sharing, pendapatan laba kotor nasabah dibagi dengan bagi hasil 

yang disepakati bersama atau dengan sistem profit sharing, bagi 

utung dari pembiayaan tersebut dan apabila ada kerugian maka 

ditagung bersama (loss sharing). 

 

C. Penutup 

 Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT,  

yang telah memberikan kekuatan, hidayah dan taufik-Nya kepada 

penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Baginda 

Rasulullah Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya kelak di 

hari kiamat. Amin. Penulis menyadari meskipun dalam penulisan 
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skripsi ini telah berusaha semaksimal mungkin, namun skripsi ini 

tidak lepas dari kesalahan dan kekeliruan. Hal itu semata-mata 

merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. 

Penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari 

berbagai pihak untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga 

skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya dan dapat memberikan 

sumbangsih yang positif dalam penelitian pembaca ke depan. Amin.    
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